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Pertanggung Jawaban Hukum Pidana Pertambangan Batubara Ilegal Di
Kabupaten Kutai Kartanegara
Arie Abdur Rahman* Bayu Presetyo** Elviandri ***

Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Kalimantan
Timur, Indonesia *Coresponding Email: arieabdrrhmn@gmail.com

Abstrak
Penambangan batubara ilegal menjadi persoalan krusial di Kutai Kartanegara,

Kaltim. Aktivitas tersebut merugikan negara secara finansial, serta berdampak
buruk pada ekosistem dan komunitas setempat. Studi ini mengkaji
pertanggungjawaban yuridis penambang batubara ilegal di Kutai Kartanegara
berdasarkan regulasi yang ada. Metodologi riset menggunakan pendekatan yuridis
normatif, menelaah berbagai peraturan terkait pertambangan batubara dan
konservasi lingkungan. Sumber data meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan
tersier. Analisis kualitatif dilakukan dengan menjabarkan dan menafsirkan data
yang dihimpun. Temuan riset mengindikasikan bahwa penambangan batubara
ilegal merupakan tindak kriminal yang diatur UU No. 4/2009 tentang
Pertambangan Mineral dan Batubara serta UU No. 32/2009 tentang Perlindungan
dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Pelanggar dapat dijatuhi hukuman penjara dan
denda sesuai ketentuan berlaku. Penelitian ini menyarankan pemerintah Kutai
Kartanegara meningkatkan pengawasan dan penegakan hukum terhadap
penambangan batubara ilegal, serta melibatkan warga dalam upaya pencegahan dan

pemberantasan aktivitas tersebut di daerah itu.

Kata Kunci: Batubara, Hukum, Ilegal, Lingkungan dan Pertambangan.
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Criminal Responsibility for Illegal Coal Mining in Kutai Kartanegara

Regency
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Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Kalimantan
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Abstract

lllegal coal mining is a crucial issue in Kutai Kartanegara, East Kalimantan. The
activity costs the state financially, as well as adversely affecting local ecosystems
and communities. This study examines the juridical liability of illegal coal miners
in Kutai Kartanegara based on existing regulations. The research methodology
uses a normative juridical approach, examining various regulations related to coal
mining and environmental conservation. Data sources include primary, secondary
and tertiary legal materials. Qualitative analysis was conducted by describing and
interpreting the data collected. The research findings indicate that illegal coal
mining is a criminal offense regulated by Law No. 4/2009 on Mineral and Coal
Mining and Law No. 32/2009 on Environmental Protection and Management.
Violators can be sentenced to imprisonment and fines in accordance with
applicable regulations. This research suggests that the Kutai Kartanegara
government improve supervision and law enforcement against illegal coal mining,
as well as involve citizens in efforts to prevent and eradicate such activities in the

area.

Keywords: Coal, Legal, lllegal, Environment and Mining.
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BAB I
PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Pengelolaan sumber daya alam mencakup aktivitas manusia dalam
eksplorasi dan pemanfaatan kekayaan alam seperti air, udara, dan tanah secara
optimal demi kesejahteraan masyarakat. Hal ini selaras dengan Pasal 33 ayat
(3) UUD 1945 yang menetapkan bahwa negara menguasai bumi, air, dan
kekayaan alam untuk kemakmuran rakyat. Guna mewujudkan kesejahteraan
dan kemakmuran bangsa Indonesia, berbagai kegiatan produksi dan usaha
dilaksanakan untuk mendukung pembangunan. Dalam konteks ini, sektor
pertambangan menjadi salah satu bidang usaha yang berperan penting dalam
upaya pembangunan di Indonesia (Surya Rusmana, 2017). Indonesia
merupakan negara yang kaya akan bahan galian (tambang). Indonesia dikenal
sebagai negara dengan kekayaan mineral yang melimpah. Sumber daya
tambang yang dimiliki negara ini mencakup berbagai logam mulia seperti perak
dan emas, serta bahan bakar fosil seperti minyak bumi, gas alam, dan batubara.
Selain itu, Indonesia juga memiliki cadangan tembaga yang signifikan
(Muhammad Agus Fajar Syaefudin & Fajar Ari Sudewo, 2020).

UUD 1945 Pasal 33 ayat (3) menetapkan bahwa sumber daya alam
Indonesia, termasuk bumi, air, dan kekayaan yang terkandung di dalamnya,
berada di bawah kendali negara untuk dimanfaatkan demi kesejahteraan rakyat.
Batubara, sebagai salah satu bahan galian, merupakan aset alam berharga
Indonesia. Industri pertambangan batubara, meski menghasilkan sumber daya
tak terbarukan, memiliki peran vital dalam memenuhi kebutuhan masyarakat
luas. Oleh karena itu, pengelolaannya harus diawasi oleh negara untuk
memberikan kontribusi nyata bagi ekonomi nasional, dengan tujuan mencapai
kemakmuran dan kesejahteraan rakyat secara adil dan merata (Nadya et al.,
2020).

Bumi dihuni oleh beragam makhluk hidup yang saling berinteraksi,
berhubungan timbal balik, dan beradaptasi satu sama lain serta dengan

lingkungan sekitarnya. Di antara berbagai jenis makhluk hidup ini, manusia



merupakan salah satunya. Pemanfaatan sumber daya alam, baik yang hidup
maupun tidak hidup, sangat berpengaruh terhadap kondisi lingkungan. Bahkan,
hal ini dapat mengubah keseimbangan ekosistem yang telah terbentuk antara
organisme dan habitatnya. Jika dampak dari pemanfaatan ini diabaikan,
konsekuensinya akan dirasakan oleh generasi mendatang (Soerjani, 1987).

Saat ini, industri pertambangan telah mengalami perkembangan pesat,
menghasilkan keuntungan signifikan bagi para pelakunya. Namun, di balik
potensi ekonominya yang menjanjikan, aktivitas ini juga dapat menimbulkan
dampak negatif terhadap manusia dan lingkungan, terutama jika dilakukan
tanpa mematuhi regulasi yang berlaku. Kegiatan pertambangan ilegal, atau
yang dilaksanakan tanpa izin resmi dari otoritas berwenang, menjadi sumber
utama permasalahan ini (Sitompul et al., 2022).

Menghadapi permasalahan ini, pemerintah terus menetapkan berbagai
regulasi dan kebijakan sebagai batasan. Sumber daya alam, yang berperan vital
dalam kehidupan dan merupakan anugerah Ilahi, perlu dikelola dan
dimanfaatkan secara berkelanjutan, harmonis, dan seimbang demi
kesejahteraan masyarakat luas, baik untuk generasi saat ini maupun masa depan
(Siregar, 2020). Sumber daya alam terbagi menjadi dua kategori: hayati dan
non-hayati. Sumber daya alam hayati mencakup komponen-komponen hidup di
alam, yang terdiri dari sumber daya nabati (flora) dan sumber daya hewani
(fauna) (Subagyo, 2005).

Mekanisme pemberian izin berfungsi sebagai salah satu metode
pengawasan terhadap degradasi dan kontaminasi ekosistem dalam rangka
menjaga kelestarian alam (Silalahi et al., 2015). Sebelum mendapatkan izin
usaha, pelaku bisnis harus terlebih dahulu memperoleh izin lingkungan.
Menurut Pasal 1 angka 35 UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan
Pengelolaan Lingkungan Hidup, izin lingkungan merupakan persyaratan bagi
usaha yang memerlukan AMDAL atau UKL-UPL untuk mendapatkan izin
operasional. Pemberian izin usaha didasarkan pada evaluasi AMDAL atau
UKL-UPL sebagai landasan perolehan izin lingkungan. Hal ini menunjukkan

bahwa sistem perizinan untuk perlindungan lingkungan dirancang secara



terpadu dan berhubungan dengan perizinan lainnya. Pencabutan izin
lingkungan akan mengakibatkan pencabutan izin usaha terkait, sehingga
kegiatan tersebut tidak dapat beroperasi lagi.

UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara
menjadi dasar hukum pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan mineral dan
batubara. Regulasi ini mewajibkan setiap entitas usaha pertambangan, baik
individu, koperasi, maupun badan usaha, untuk memiliki izin usaha dalam
bentuk IUP, IPR, atau [UPK. Kewajiban kepemilikan izin usaha ini merupakan
instrumen perizinan dalam penyelenggaraan kegiatan pertambangan yang
berkaitan erat dengan izin lingkungan.

Realitanya, masih banyak aktivitas pertambangan Mineral dan Batubara
yang beroperasi tanpa izin usaha pertambangan. Kegiatan pertambangan pasir
dan tanah urugan ilegal menimbulkan dampak negatif seperti kerusakan
lingkungan akibat pengikisan area pertambangan yang menyebabkan erosi,
pencemaran lingkungan oleh limbah hasil pengolahan tambang, peningkatan
emisi CO? dari industri berbahan bakar fosil yang berkontribusi pada efek
rumah kaca dan pemanasan global, serta penurunan kualitas hidup masyarakat
setempat. Untuk mengatasi dampak ini, setiap perusahaan wajib menerapkan
tanggung jawab sosial atau Corporate Social Responsibility (CSR) dengan
prinsip pembangunan berkelanjutan, yakni memenuhi kebutuhan saat ini tanpa
mengorbankan kebutuhan generasi mendatang (Marina Ika Sari, 2014).

Implementasi sanksi pidana terhadap pelaku penambangan batubara
ilegal merupakan manifestasi penegakan hukum atas ketentuan Pasal 158
Undang-Undang Mineral dan Batubara. Dalam praktiknya, pengenaan
hukuman pada pelanggar bertujuan untuk memberikan efek jera dan mencegah
terjadinya pelanggaran serupa di masa mendatang. Mengingat bahwa Pasal 158
Undang-Undang Mineral dan Batubara disusun dengan fokus pada pelestarian
lingkungan, maka penerapan sanksi pidana seharusnya juga diarahkan pada
upaya perlindungan ekosistem.

Prinsip hukum Restitutio in integrum, yang menekankan pada

pemulihan ke kondisi awal, seyogyanya diintegrasikan dalam mekanisme



pemidanaan terhadap pelanggaran aktivitas pertambangan tanpa izin. Upaya
pemulihan ini mencakup kompensasi atas potensi kerugian negara, rehabilitasi
lingkungan, mitigasi dampak sosial yang dirasakan masyarakat, serta jaminan
keberlanjutan pembangunan untuk generasi mendatang. Penerapan prinsip
Restitutio in Integrum ini sejalan dengan asas dan tujuan pengelolaan sumber
daya mineral dan batubara yang mengutamakan manfaat, keadilan, kepentingan
nasional, keberlanjutan, serta berwawasan lingkungan (Wijaya & Hartati, n.d.).

Penelitian tentang pertanggungjawaban hukum pidana pertambangan
batubara ilegal di Kutai Kartanegara memiliki urgensi signifikan dalam konteks
penegakan hukum dan pengelolaan sumber daya alam di Indonesia. Sebagai
produsen batubara utama, daerah ini menghadapi masalah serius terkait
pertambangan ilegal yang merugikan ekonomi, lingkungan, dan masyarakat.
Studi ini bertujuan menganalisis efektivitas hukum, mengidentifikasi celah
yang dimanfaatkan pelaku, dan memahami kompleksitas pertanggungjawaban
hukum, terutama dalam menangani aktor intelektual di balik pekerja lapangan.
Hasil penelitian dapat memberikan wawasan berharga untuk memperkuat
mekanisme penegakan hukum.

Lebih lanjut, penelitian ini relevan untuk meningkatkan tata kelola
pertambangan berkelanjutan dengan memberikan rekomendasi kebijakan untuk
memperbaiki sistem perizinan, pengawasan, dan penegakan hukum. Studi ini
juga berkontribusi pada literatur akademik dan praktik hukum, menyediakan
studi kasus mendalam yang bermanfaat bagi akademisi, praktisi hukum, dan
pembuat kebijakan. Akhirnya, penelitian ini mendukung upaya pembangunan
berkelanjutan dan perlindungan hak-hak masyarakat lokal dengan mengkaji
aspek pertanggungjawaban hukum dalam kasus pertambangan ilegal, sejalan
dengan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan yang diadopsi oleh
pemerintah Indonesia.

Tata kelola pertambangan batubara di Kabupaten Kutai Kartanegara,
Kalimantan Timur, merupakan isu yang kompleks dan kritis. Sebagai salah satu
produsen batubara terbesar di Indonesia, Kutai Kartanegara menghadapi

tantangan dalam mengelola sumber daya alamnya secara berkelanjutan.



Menurut data dari Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan
Timur, pada tahun 2020, Kutai Kartanegara memiliki 625 Izin Usaha
Pertambangan (IUP) dengan total luas konsesi mencapai 964.737 hektar (Dinas
Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Timur, 2021).

Salah satu aspek penting dalam tata kelola pertambangan di Kutai
Kartanegara adalah perizinan dan pengawasan. Pemerintah daerah bertanggung
jawab untuk mengeluarkan dan mengawasi Izin Usaha Pertambangan (IUP)
sesuai dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan
Mineral dan Batubara. Namun, penelitian yang dilakukan oleh Jaringan
Advokasi Tambang (JATAM) menunjukkan bahwa masih terdapat
permasalahan terkait tumpang tindih lahan dan ketidaksesuaian antara izin yang
dikeluarkan dengan rencana tata ruang wilayah (JATAM, 2019).

Aspek lingkungan juga menjadi perhatian utama dalam tata kelola
pertambangan di Kutai Kartanegara. Menurut laporan dari Wahana Lingkungan
Hidup Indonesia (WALHI) Kalimantan Timur, aktivitas pertambangan telah
menyebabkan kerusakan lingkungan yang signifikan, termasuk pencemaran air,
udara, dan degradasi lahan. Pemerintah daerah telah berupaya untuk
menerapkan regulasi yang lebih ketat terkait reklamasi dan pasca tambang
melalui Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 2 Tahun 2013
tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara, namun
implementasinya masih perlu ditingkatkan (WALHI, 2020).

Transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan pendapatan dari
sektor pertambangan juga menjadi isu penting. Data dari Kementerian
Keuangan menunjukkan bahwa pada tahun 2020, Kutai Kartanegara menerima
Dana Bagi Hasil (DBH) Sumber Daya Alam sebesar Rp 1,2 triliun, sebagian
besar berasal dari sektor pertambangan. Meskipun demikian, masih ada
kekhawatiran mengenai efektivitas penggunaan dana tersebut untuk
pembangunan daerah dan kesejahteraan masyarakat.

Untuk meningkatkan tata kelola pertambangan batubara di Kutai
Kartanegara, diperlukan upaya yang lebih terkoordinasi antara pemerintah

pusat, pemerintah daerah, perusahaan pertambangan, dan masyarakat. Hal ini



termasuk penegakan hukum yang lebih ketat, peningkatan transparansi, dan
penguatan kapasitas pemerintah daerah dalam mengelola sektor pertambangan.

Fenomena pertambangan batubara ilegal di Kabupaten Kutai
Kartanegara telah menjadi persoalan serius yang memerlukan perhatian khusus
dari perspektif hukum pidana. Hal ini tercermin dalam dua putusan Pengadilan
Negeri Tenggarong yang menangani kasus serupa namun menghasilkan vonis
yang berbeda. Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2023/PN Trg dan Putusan Nomor
127/Pid.Sus/2023/PN Trg menunjukkan adanya disparitas dalam penerapan
hukum terhadap tindak pidana pertambangan batubara ilegal, yang
mengundang  pertanyaan  mengenai  konsistensi dan  efektivitas
pertanggungjawaban hukum pidana dalam menangani kasus-kasus sejenis di

wilayah ini.

terdapat beberapa disparitas yang signifikan. Berikut penjelasannya:

Tabel 1 Disparitas

No Aspek Putusan Nomor Putusan Nomor

88/Pid.Sus/2023/PN Trg | 127/Pid.Sus/2023/PN Trg

1. | Terdakwa GUNAWAN BIN | IMAM ROZALI Alias ALI
MA'RUF Bin SUYADI
2. | Pasal yang | Pasal 363 ayat (1) KUHP | Pasal 363 ayat (1) KUHP
Didakwa
3. | Pertimbangan | Mengacu pada fakta-fakta | Fokus pada penerapan Pasal
Hukum di persidangan 363 ayat (1) KUHP
4. | Putusan Penjara selama 2 tahun dan | Penjara selama 1 tahun dan
6 bulan 6 bulan

Beberapa faktor yang dapat menyebabkan disparitas putusan dalam dua
kasus ini, antara lain:
a) Perbedaan Penilaian Fakta:
Hakim memiliki penilaian fakta yang berbeda terhadap fakta-fakta yang
terungkap di persidangan. Hal ini dapat terjadi karena faktor-faktor seperti



interpretasi fakta yang berbeda, penilaian terhadap kredibilitas saksi, dan
penilaian terhadap keadaan yang meringankan atau memberatkan terdakwa.
b) Perbedaan Penerapan Hukum:
Hakim memiliki penerapan hukum yang berbeda terhadap pasal yang sama.
Hal ini dapat terjadi karena faktor-faktor seperti perbedaan pemahaman
terhadap yurisprudensi dan perbedaan pendapat hukum terkait dengan
penerapan pasal yang sama.
c) Perbedaan Kebijakan Penegakan Hukum:
Pengadilan di daerah yang berbeda memiliki kebijakan penegakan hukum
yang berbeda. Hal ini dapat menyebabkan disparitas dalam hal putusan
untuk perkara yang sama.

Dari uraian latar belakang, penulis ingin mengetahui lebih lanjut tentang
pertambangan batubara ilegal dan pertanggungjawabannya berdasarkan hukum
Pidana Indonesia. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk menulis skripsi tentang
Pertanggungjawaban Hukum Penambangan Batubara Ilegal Di

Kabupaten Kutai Kartanegara.

. Rumusan Masalah

2.1 Bagaimana pertanggung jawaban hukum penambangan batubara ilegal di
Kabupaten Kutai Kartanegara?
2.2 Apa akibat hukum penambangan batubara ilegal di Kabupaten Kutai

Kartanegara?

. Tujuan Penelitian

3.1 Untuk mengetahui bentuk pertanggung jawaban pertambangan batubara
ilegal di Kabupaten Kutai Kartanegara
3.2 Untuk mengetahui apa dan bagaimana akibat hukum penambangan

batubara ilegal di Kabupaten Kutai Kartanegara.

. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:



4.1 Manfaat Teoritis

a. Manfaat Teoritis dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan
pemahaman serta pengetahuan bagi pembaca terkait tindak pidana
pertambangan batubara illegal di Kutai Kartanegara.

b. Meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai pertanggungjawaban
hukum penambangan batubara ilegal. Penelitian ini dapat menjadi
sarana edukasi bagi masyarakat mengenai pentingnya kepatuhan
terhadap peraturan perundang-undangan dalam bidang pertambangan,

khususnya mengenai penambangan batubara ilegal.

4.2 Manfaat Praktis

Manfaat Praktis dari penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi
praktisi, akademisi hukum, pemerintah, serta kepada Masyarakat sebagai
pemahaman serta bahan pembelajaran untuk mengetahui serta mengalisis

masalah penambangan batubara ilegal di Kutai Kartanegara.

5. Metode Penelitian

5.1 Jenis Penelitian

Metodologi penelitian yang diaplikasikan dalam studi ini
mengadopsi pendekatan yuridis normatif, yang berfokus pada analisis
korelasi antara regulasi yang berlaku dengan konsep-konsep hukum dan
implementasi hukum positif terkait isu yang dikaji. Investigasi ini akan
menelisik permasalahan hukum, fenomena faktual, dan aspek-aspek legal
lainnya yang berkaitan dengan perspektif hukum, untuk kemudian
menghasilkan pemahaman komprehensif mengenai topik yang diteliti.
Dengan menggunakan format deskriptif analitis, penelitian ini bertujuan
untuk memaparkan kondisi objek atau permasalahan tanpa bermaksud
menarik kesimpulan yang bersifat generalisasi terkait penegakan hukum

terhadap pelaku aktivitas penambangan batubara ilegal (Soekanto, 2010).



5.2 Metode Pendekatan

Studi ini menerapkan metodologi penelitian hukum dengan
menggunakan pendekatan yuridis normatif. Pendekatan ini melibatkan
analisis terhadap literatur atau data sekunder sebagai sumber utama
informasi. Dengan demikian, penelitian ini mengandalkan bahan pustaka
sebagai fondasi data untuk melakukan investigasi. Peneliti mengadopsi
pendekatan kualitatif yang tidak melibatkan perhitungan numerik,
melainkan menggunakan paradigma naturalistik, di mana penelitian
dilakukan dalam konteks yang alami dan sesuai dengan kondisi sebenarnya
(Soerjono Soekanto, 2013). Dalam penerapan metode yuridis normatif,
peneliti menggunakan pendekatan Undang-Undang (statute approach).
Menurut Mukti Fajar & Yulianto Achmad (2010), pendekatan ini
melibatkan analisis menyeluruh terhadap semua undang-undang dan
regulasi yang berkaitan dengan masalah yang sedang diteliti. Pendekatan
perundang-undangan berfokus pada penggunaan legislasi dan regulasi
sebagai sumber utama. Dalam konteks penelitian normatif, penggunaan
pendekatan perundang-undangan menjadi esensial karena objek penelitian
adalah berbagai aturan hukum yang menjadi fokus dan tema sentral dari

studi tersebut.

Selain menggunakan pendekatan Undang-Undang (statute
approach), penelitian ini juga menerapkan pendekatan kasus (Case
Approach). Dalam konteks penelitian normatif, pendekatan kasus
bertujuan untuk menganalisis penerapan norma-norma atau kaidah hukum
dalam praktik hukum. Metode ini umumnya digunakan untuk mengkaji
kasus-kasus yang telah memperoleh putusan pengadilan. Meskipun kasus-
kasus tersebut memiliki dimensi empiris, dalam penelitian normatif,
analisis kasus-kasus ini bertujuan untuk memahami dampak penerapan
norma hukum dalam praktik. Hasil analisis ini kemudian dapat digunakan
sebagai masukan untuk eksplanasi hukum. Dalam mengaplikasikan

pendekatan kasus, peneliti perlu memahami konsep ratio decidendi, yaitu



5.3

alasan hukum yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam mengambil
keputusan (Peter Mahmud Marzuki, 2016). Mengutip pendapat Goodheart
yang dikemukakan oleh Peter Mahmud Marzuki, ratio decidendi dapat
diidentifikasi dengan memperhatikan fakta-fakta materiil dalam kasus.
Ratio decidendi ini menegaskan sifat preskriptif ilmu hukum, bukan
deskriptif. Sebaliknya, dictum, yang merupakan putusan itu sendiri,
bersifat deskriptif. Oleh karena itu, pendekatan kasus tidak merujuk pada
dictum putusan pengadilan, melainkan pada ratio decidendi yang

mendasarinya.

Bahan Penelitian

Dalam konteks penelitian hukum normatif, sumber-sumber informasi
hukum yang digunakan dapat dikategorikan menjadi tiga tingkatan.
Kategori-kategori ini mencakup bahan hukum primer, yang merupakan
sumber utama dan paling otoritatif; bahan hukum sekunder, yang berfungsi
sebagai pendukung dan penjelas bahan primer; serta bahan hukum tersier,

yang berperan sebagai pelengkap dan memberikan informasi tambahan.
1. Primer
a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

b. Undang Undang Negara Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020
Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Perubahan atas
Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009

tentang Pertambangan Mineral dan Batubara

c. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan
Pengelolaan Lingkungan Hidup

2. Sekunder

a. Putusan Pengadilan Negeri Tenggarong Nomor

88/Pid.Sus/2023/PN Trg dan Nomor 127/Pid.Sus/2023/PN Trg.

b. Buku
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1) Pengantar Penelitian Hukum Karya Soejono Soekanto Tahun

2010

2) Hukum Lingkungan Dalam Perkembangannya di Indonesia

karya Silalahi, Daud dan Kristianto Tahun 2015

3) Penelitian Hukum edisi revisi cetakan 9 karya Peter Mahmud

Marzuki Tahun 2016

4) Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris karya Mukti
Fajar dan Yulianto Achmad Tahun 2010

c. Jurnal dan Artikel

1) Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pertambangan Batubara
Tanpa Izin Di Kalimantan Timur Dikaitkan Dengan Tujuan

Pemidanaan
2) Tambang Batubara Ilegal Masih Marak di Kalimantan Timur

3) Implementasi Kebijakan Asas Restitutio In Integrum Dalam

Sistem Pemidanaan Pertambangan Tanpa Izin
3. Tersier
a. Kamus Besar Bahasa Indonesia
b. Kamus Hukum
c. Ensiklopedia Hukum

5.4 Metode Pengumpulan Data

1. Analisis Dokumen

a. Melibatkan studi mendalam terhadap putusan Pengadilan Negeri
Tenggarong putusan Nomor 88/Pid.Sus/2023/PN Trg dan Nomor
127/Pid.Sus/2023/PN Trg dan dokumen-dokumen hukum terkait

lainnya.
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b. Mengidentifikasi argumen hukum yang digunakan, pertimbangan

hakim, dan hasil akhir dari proses peradilan.
2. Studi Literatur

Menyelidiki literatur hukum yang relevan terkait penambangan
batubara ilegal, undang-undang lingkungan, dan kasus-kasus serupa.
Membantu memahami kerangka hukum yang mengatur penambangan

batubara ilegal.

5.5 Teknik analisis data

Menganalisis isi dokumen-dokumen hukum, seperti putusan
Pengadilan Negeri Tenggarong Nomor 88/Pid.Sus/2023/PN Trg dan
Nomor 127/Pid.Sus/2023/PN Trg. Identifikasi pola, argumen hukum, dan
pertimbangan yang diungkapkan dalam dokumen tersebut. Melakukan
analisis perbandingan untuk membandingkan berbagai aspek antara kasus
penambangan batubara ilegal di Kutai Kartanegara dengan kasus serupa di

wilayah lain atau studi-studi lain yang relevan.
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1. Penelitian terdahulu

BAB 11

TINJAUAN PUSTAKA

Penelitian mengenai pertanggungjawaban hukum pidana terhadap

pertambangan batubara ilegal telah dilakukan oleh beberapa peneliti

sebelumnya. Tinjauan terhadap penelitian-penelitian terdahulu ini penting

untuk memberikan landasan dan konteks bagi penelitian yang akan dilakukan,

serta mengidentifikasi celah pengetahuan yang masih perlu diisi. Berikut

adalah beberapa penelitian relevan yang telah dilakukan terkait topik

pertambangan batubara ilegal dan aspek hukum pidananya, khususnya di

wilayah Kalimantan Timur.

Tabel 2 Penelitian Terdahulu

Ilegal di Kota

Cirebon

No Judul Penulis Jenis Hasil
Penelitian

1. Pencgakan (Muhammad | Metode Penelitian ini
Hukum Agus  Fajar | Penelitian mengkaji  dampak
Tethadap Syaefudin & | Normatif kompleks dari

Faj Ari Vi

Tindak Pidana | aktivitas
Pertambangan sudewo, pertambangan ilegal,
Mineral dan 20200) mencakup aspek
Batubara positif dan negatif

terhadap masyarakat

di  sekitar lokasi
pertambangan.
Fokus utamanya
adalah pada
penegakan  hukum
terhadap tindak
pidana
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pertambangan tanpa
izin, yang diatur
dalam Pasal 158
Undang-Undang

Pertambangan.
Dalam kasus
pelanggaran, otoritas
yang berwenang
bertanggung jawab
untuk  menerapkan
sanksi hukum sesuai
dengan  peraturan

perundang-undangan

yang berlaku.

Analisis (Endrico Metode Studi kasus yang
Pemidanaan Putri, 2021) | penelitian dibahas melibatkan
Terhadap hukum PT Utama Kawan
Tindak Pidana normatif Energi, yang diduga
Pertambangan (kepustakaan) | melakukan operasi
Batubara pertambangan yang
Tanpa Izin tidak sesuai dengan
Usaha Undang-Undang

Pertambangan Nomor 4 Tahun 2009
Studi  Kasus tentang Mineral dan
Di Kutai Batu Bara. Meskipun

Majelis Hakim telah
menjatuhkan
hukuman sesuai
undang-undang,

terdapat kritik bahwa

sanksi yang
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diberikan terlalu
ringan. Berdasarkan
teori  pemidanaan
absolut, argumentasi
dibuat bahwa

hukuman maksimal

seharusnya
dijatuhkan
mengingat besarnya
kerugian yang
ditimbulkan oleh
terdakwa.
Tambang (Jefri Penulis Jaringan  Advokasi
Ilegal di | Anthoni et | menggunakan | Tambang (JATAM)
Kabupaten al., 2020) metode library | Kaltim melaporkan
Kutai research atau | adanya 151 tambang
Kartanegara kajian ilegal yang
Terkait pustaka. beroperasi di empat
Dengan wilayah Kalimantan
Undang- Timur. Situasi ini
Undang dianggap
Nomor 3 mengkhawatirkan,
Tahun 2020 terutama sejak
tentang wewenang perizinan
Perubahan tambang  dialihkan

Atas Undang-
Undang
Nomor 4
Tahun2009
tentang

Pertambangan

ke pemerintah pusat,
yang mengakibatkan

pemerintah  daerah

cenderung  kurang
peduli.  Akibatnya,
aktivitas
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Mineral

Batu Bara

dan

penambangan ilegal
semakin marak.
Masalah
pertambangan batu
bara ilegal di
Kalimantan  Timur
telah menjadi isu
nasional yang
memerlukan
penanganan  segera
dan kolaboratif.
Diperkirakan masih
ada lebih dari 100
tambang ilegal yang
perlu ditindak oleh
aparat penegak
hukum setempat,
khususnya di
Kabupaten Kutai
Kartanegara. Situasi
ini menekankan
pentingnya tindakan
tegas dan
terkoordinasi untuk
mengatasi masalah
pertambangan ilegal
yang telah menjadi
ancaman serius bagi

lingkungan dan tata

kelola sumber daya
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alam di  wilayah

tersebut.

Skripsi ini memiliki beberapa aspek yang membedakannya dari
penelitian-penelitian terdahulu mengenai pertambangan batubara ilegal.
Pertama, fokus geografis penelitian ini spesifik pada Kabupaten Kutai
Kartanegara, sebuah wilayah yang memiliki karakteristik unik dalam konteks
pertambangan batubara di Indonesia. Kekhususan wilayah ini memungkinkan
analisis yang lebih mendalam terhadap faktor-faktor lokal yang mempengaruhi

praktik pertambangan ilegal dan penegakan hukumnya.

Penelitian ini mengambil pendekatan yang lebih komprehensif dalam
menganalisis pertanggungjawaban hukum pidana. Tidak hanya berfokus pada
aspek normatif undang-undang, tetapi juga mempertimbangkan implementasi
praktis dan tantangan-tantangan yang dihadapi dalam penegakan hukum di
lapangan. Hal ini mencakup analisis terhadap peran dan koordinasi antar

lembaga penegak hukum di tingkat daerah.

Skripsi ini memberikan perhatian khusus pada dampak sosial-ekonomi
dari penegakan hukum terhadap pertambangan ilegal di Kutai Kartanegara.
Aspek ini sering kali kurang diperhatikan dalam penelitian-penelitian
sebelumnya, namun sangat penting dalam memahami kompleksitas masalah

dan merumuskan solusi yang berkelanjutan.

Penelitian ini juga mengeksplorasi inovasi-inovasi terkini dalam
kebijakan dan praktik penegakan hukum yang spesifik untuk konteks Kutai
Kartanegara. Ini termasuk inisiatif-inisiatif lokal dan kolaborasi antara
pemerintah daerah, masyarakat, dan sektor swasta dalam menangani masalah

pertambangan ilegal.

Skripsi ini berupaya untuk memberikan rekomendasi yang lebih
konkret dan aplikatif untuk perbaikan sistem pertanggungjawaban hukum

pidana dalam kasus pertambangan batubara ilegal. Rekomendasi ini didasarkan
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pada analisis mendalam terhadap kondisi aktual di Kabupaten Kutai
Kartanegara, dengan mempertimbangkan aspek hukum, sosial, ekonomi, dan

lingkungan secara holistik.

Dengan pendekatan yang lebih spesifik, komprehensif, dan berorientasi
pada solusi ini, skripsi ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang
signifikan dan relevan terhadap upaya penanganan masalah pertambangan

batubara ilegal, khususnya di Kabupaten Kutai Kartanegara.

2. Kerangka Teoritis
2.1 Teori Pertanggungjawaban Pidana

a) Pengertian Pertanggungjawaban Pidana

Konsep pertanggungjawaban pidana, yang dalam bahasa Inggris
dikenal sebagai "responsibility" atau "criminal liability", merupakan
aspek penting dalam sistem hukum pidana. Namun, konsep ini tidak
hanya terbatas pada dimensi hukum semata, melainkan juga mencakup
aspek-aspek moral dan etika yang dianut oleh masyarakat atau
kelompok-kelompok sosial tertentu. Integrasi nilai-nilai moral dan
hukum ini bertujuan untuk memastikan bahwa penerapan
pertanggungjawaban pidana dapat mencapai tingkat keadilan yang
diharapkan oleh masyarakat (Hanafi, 2015). Pertanggungjawaban
pidana berfungsi sebagai mekanisme untuk mengevaluasi dan
menentukan apakah seorang individu yang menjadi tersangka atau
terdakwa dapat dimintai pertanggungjawaban atas suatu tindak pidana
yang telah terjadi. Proses ini menjadi krusial dalam sistem peradilan
pidana karena berperan sebagai penentu nasib seorang terdakwa -
apakah ia akan dibebaskan dari tuduhan atau dijatuhi hukuman pidana.
Dalam konteks ini, pertanggungjawaban pidana tidak hanya menjadi
instrumen hukum, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai keadilan yang
hidup dalam masyarakat. Proses penentuan pertanggungjawaban pidana
harus mempertimbangkan tidak hanya aspek legal-formal, tetapi juga

konteks sosial dan moral di mana tindak pidana tersebut terjadi. Dengan
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demikian, konsep ini menjembatani antara tuntutan hukum dan
ekspektasi masyarakat akan keadilan, menciptakan keseimbangan
antara penegakan hukum dan nilai-nilai sosial yang berlaku.

Menurut (Roeslan saleh, 1982) Pertanggungjawaban pidana
merupakan konsep yang menggabungkan dua aspek penting: celaan
objektif dan celaan subjektif. Celaan objektif mengacu pada sifat
perbuatan yang dilakukan, yang harus merupakan tindakan yang
dilarang atau bertentangan dengan hukum, baik hukum formil maupun
materil. Sementara itu, celaan subjektif berfokus pada individu yang
melakukan perbuatan tersebut, yaitu pelaku tindak pidana itu sendiri.
Untuk dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana, kedua aspek ini
harus terpenuhi. Namun, perlu dicatat bahwa meskipun suatu perbuatan
secara objektif merupakan tindakan yang dilarang, jika terdapat faktor-
faktor yang menghilangkan kemampuan bertanggung jawab pada diri
pelaku, maka pertanggungjawaban pidana tidak dapat diterapkan.

Dalam konteks hukum pidana, beban pertanggungjawaban
diletakkan pada pelaku pelanggaran tindak pidana. Hal ini menjadi dasar
untuk menjatuhkan sanksi pidana. Seseorang dianggap memiliki
pertanggungjawaban pidana jika perbuatan yang dilakukannya bersifat
melawan hukum. Namun, perlu diingat bahwa sifat dapat
dipertanggungjawabkan ini dapat hilang jika ditemukan unsur-unsur
tertentu dalam diri pelaku yang menghilangkan kemampuannya untuk
bertanggung  jawab. Konsep ini menekankan pentingnya
mempertimbangkan tidak hanya tindakan yang dilakukan, tetapi juga
keadaan mental dan kapasitas pelaku untuk memahami dan mengontrol
tindakannya. Dengan demikian, pertanggungjawaban pidana tidak
hanya bergantung pada fakta objektif tentang pelanggaran hukum, tetapi
juga mempertimbangkan faktor-faktor subjektif yang dapat
mempengaruhi kemampuan seseorang untuk bertanggung jawab atas
tindakannya. Pendekatan ini mencerminkan prinsip keadilan dalam

hukum pidana, di mana hukuman hanya dapat dijatuhkan kepada
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mereka yang benar-benar dapat dimintai pertanggungjawaban atas
tindakan mereka. Ini juga menunjukkan bahwa sistem hukum pidana
tidak hanya berfokus pada tindakan yang dilakukan, tetapi juga
mempertimbangkan  keadaan dan  kapasitas individu yang
melakukannya.

Menurut (Huda, 2006) Asas legalitas menjadi fondasi eksistensi
tindak pidana, sementara pengenaan hukuman pada pelaku didasarkan
pada prinsip kesalahan. Ini mengindikasikan bahwa individu akan
dikenai pertanggungjawaban pidana jika terbukti melakukan tindakan
yang keliru dan melanggar norma hukum. Esensinya,
pertanggungjawaban pidana merupakan suatu sistem yang dibangun
untuk merespons pelanggaran terhadap ketentuan yang telah ditetapkan
bersama.

Elemen kesalahan menjadi komponen krusial dalam konsep
pertanggungjawaban pidana. Definisi tindak pidana sendiri tidak
mencakup aspek pertanggungjawaban; ia hanya merujuk pada sifat
melawan hukum atau larangan atas suatu perbuatan. Penentuan apakah
pelaku tindak pidana akan dijatuhi hukuman bergantung pada ada
tidaknya unsur kesalahan dalam tindakannya. Faktor ini menjadi
penentu utama dalam proses penjatuhan sanksi pidana.

Dalam sistem hukum common law, pertanggungjawaban pidana
senantiasa dikaitkan dengan konsep mens rea dan penerapan sanksi.
Konsep ini memiliki dimensi sosial, berfungsi sebagai mekanisme
kontrol untuk mencegah tindak kriminal dalam masyarakat.
Pertanggungjawaban pidana berperan sebagai instrumen pencegahan
dan pengendalian perilaku antisosial.

Pertanggungjawaban pidana dalam tradisi common law juga erat
kaitannya dengan mens rea, yang mengacu pada kondisi mental berupa
niat jahat. Ini menekankan aspek subjektif kesalahan, di mana seseorang
dianggap bersalah karena memiliki pikiran yang tidak benar, sehingga

harus memikul tanggung jawab. Keberadaan pertanggungjawaban
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b)

pidana menjadi dasar pengenaan hukuman. Sebaliknya, ketiadaan niat
jahat mengakibatkan tidak adanya pertanggungjawaban dan
pembebasan dari hukuman.

Kesalahan, sebagai elemen mens rea, juga diinterpretasikan
sebagai pelanggaran terhadap norma hukum. Setiap individu yang
melanggar  undang-undang  wajib = mempertanggungjawabkan
tindakannya. Pandangan ini menjadikan kesalahan sebagai komponen
pertanggungjawaban yang memberikan jaminan dan batasan kebebasan
antar individu. Hal ini melindungi masyarakat dari tindakan melanggar
hukum dan berfungsi sebagai pengendali, karena setiap pelanggar
hukum pidana dibebankan pertanggungjawaban.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak secara
eksplisit menjelaskan sistem pertanggungjawaban pidana yang dianut.
Meskipun beberapa pasal menyinggung tentang kesalahan, baik berupa
kesengajaan atau kealpaan, namun definisi spesifik tidak diberikan.
Berdasarkan doktrin dan pendapat ahli hukum, dapat disimpulkan
bahwa pasal-pasal tersebut mengandung unsur-unsur kesalahan yang
harus dibuktikan di pengadilan. Untuk menjatuhkan hukuman, selain
membuktikan tindak pidana, unsur kesengajaan atau kealpaan juga
harus diverifikasi (Hanafi, 2015). Dalam konteks ini, peran hakim
menjadi krusial dalam membuktikan elemen-elemen
pertanggungjawaban pidana. Jika unsur-unsur tersebut tidak dapat
dibuktikan kebenarannya, maka seseorang tidak dapat dimintai

pertanggungjawaban atas tindakannya.

Teori-Teori Pertanggungjawaban Pidana

Dalam leksikon hukum, terdapat dua terminologi yang merujuk
pada konsep pertanggungjawaban: liability dan responsibility. Liability
merupakan istilah yuridis yang luas, mencakup berbagai aspek risiko
atau tanggung jawab, baik yang pasti, bergantung, maupun potensial.

Istilah ini meliputi spektrum hak dan kewajiban, baik aktual maupun
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potensial, termasuk kerugian, ancaman, tindak pidana, biaya, atau
situasi yang menimbulkan kewajiban untuk mematuhi undang-undang.
Sementara itu, responsibility mengacu pada kemampuan untuk
mempertanggungjawabkan suatu kewajiban, mencakup keputusan,
keterampilan, kapabilitas, dan kompetensi, serta kewajiban untuk
bertanggung jawab atas pelaksanaan undang-undang. Dalam praktik,
liability umumnya dikaitkan dengan pertanggungjawaban hukum atau
tanggung gugat akibat kesalahan subjek hukum, sedangkan
responsibility lebih mengarah pada pertanggungjawaban dalam konteks
politik (H.R, 2006).

Dalam ranah hukum pidana, penerapan pertanggungjawaban
terhadap pelaku pelanggaran atau tindak pidana didasarkan pada asas-
asas hukum pidana. Salah satu prinsip fundamental adalah asas nullum
delictum nulla poena sine pravia lege, atau yang lebih dikenal sebagai
asas legalitas. Asas ini menjadi landasan tidak tertulis dalam penjatuhan
pidana, menegaskan bahwa "tidak ada pidana tanpa kesalahan". Prinsip
ini berkaitan dengan pertanggungjawaban individu atas tindakan yang
telah dilakukannya. Artinya, seseorang baru dapat dimintai
pertanggungjawaban jika terbukti melakukan kesalahan atau
pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan. Asas legalitas
mengandung makna bahwa tidak ada perbuatan yang dilarang dan
diancam pidana kecuali telah dinyatakan sebelumnya dalam peraturan
perundang-undangan. Implikasinya, seseorang hanya dapat dimintai
pertanggungjawaban jika perbuatannya telah diatur sebelumnya, bukan
berdasarkan peraturan yang dibuat setelah perbuatan terjadi. Dalam
menentukan adanya tindak pidana, penggunaan analogi dilarang, dan

ketentuan hukum pidana tidak boleh berlaku surut.

2.2 Teori Penegakan Hukum

a) Pengertian Hukum

22



Konsep hukum, yang sepadan dengan Recht dalam bahasa
Jerman, Droit dalam bahasa Perancis, dan Diritto dalam bahasa Italia,
didefinisikan sebagai sistem regulasi perilaku manusia yang bersifat
memaksa. Ini mengindikasikan bahwa tatanan tersebut memberikan
respon terhadap kejadian-kejadian spesifik yang dipandang tidak
diinginkan karena merugikan masyarakat. Reaksi ini terutama ditujukan
pada perilaku manusia yang dianggap merugikan, dengan menerapkan
tindakan koersif. Definisi ini dikemukakan oleh para ahli hukum (Kelsen,
1978). Van Doorn, sosiolog hukum Belanda seperti yang dikutip (Satjipto,
2008). mengutarakan bahwa:

Hukum merupakan kerangka yang dirancang untuk mengatur
tingkah laku manusia, namun manusia sendiri cenderung berperilaku di
luar kerangka yang telah ditetapkan. Hal ini disebabkan oleh berbagai
faktor seperti pengalaman, pendidikan, tradisi, dan elemen-elemen lain
yang mempengaruhi dan membentuk pola perilaku mereka.

John Austin, seorang filsuf Inggris yang dikutip oleh Soerjono
Soekanto, menyatakan bahwa hukum adalah perintah dari pemegang
otoritas tertinggi atau pemegang kedaulatan. Austin berpendapat bahwa
hukum adalah instrumen yang dibebankan untuk mengatur makhluk
berakal, yang ditetapkan oleh makhluk berakal yang memiliki dan
memegang kekuasaan. Dengan demikian, hukum didasarkan pada
otoritas penguasa. Austin mengemukakan bahwa hukum sejati, yaitu
hukum yang dibuat oleh penguasa untuk para pengikutnya, memiliki
empat komponen utama: perintah, sanksi, kewajiban, dan kedaulatan.

Friedrich Karl Von Savigny, tokoh terkemuka dalam ilmu sejarah
hukum Jerman, mengemukakan bahwa hukum merupakan manifestasi
dari kesadaran hukum masyarakat (Volkgeist). la berpendapat bahwa
seluruh hukum berakar pada tradisi dan keyakinan masyarakat, bukan
dari legislator. Pandangan ini dikutip oleh para ahli hukum kontemporer

(Soekanto, 2006).
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b)

Pendapat Rudolph Von IThering yang juga dikutip (Soekanto, 2006)
Seorang pemikir lain mengajukan gagasan bahwa hukum berfungsi
sebagai instrumen bagi masyarakat untuk mencapai tujuannya. la
memandang hukum sebagai mekanisme untuk mengarahkan individu-
individu, agar aspirasi mereka selaras dengan tujuan komunitas di mana
mereka bernaung. Lebih lanjut, ia menyatakan bahwa hukum juga dapat
dimanfaatkan sebagai katalis untuk mendorong transformasi sosial.

(Handoyo, 2008) Perspektif filosofis tentang "hukum"
diungkapkan oleh seorang pakar, yang menyatakan bahwa hukum
merupakan studi tentang sebagian perilaku manusia, khususnya tindakan
dalam interaksi interpersonal yang konsekuensinya diatur oleh hukum.
Fokus utamanya adalah mencapai keseimbangan antara ketertiban dan
kebebasan/ketentraman. Dalam konteks ini, aspek perwujudan
kedamaian dalam pergaulan sosial juga menjadi perhatian penting.
Pengertian Penegakan Hukum

Konsep hukum sebagai rekayasa sosial atau perencanaan
masyarakat menekankan peran hukum sebagai instrumen yang
dimanfaatkan oleh inisiator perubahan, yang dipercaya masyarakat
sebagai pemimpin, untuk mentransformasi komunitas sesuai dengan visi
yang direncanakan. Mengingat hukum merupakan sistem perilaku yang
mengatur dan memaksa manusia, agar efektif dalam mengubah perilaku
dan mendorong implementasi nilai-nilai hukum, regulasi tersebut perlu
disebarluaskan sehingga terinternalisasi dalam masyarakat.

Selain internalisasi hukum, penegakan hukum juga krusial
sebagai bagian dari rangkaian proses hukum, mencakup legislasi,
penegakan, peradilan, dan administrasi keadilan. Seorang ahli hukum
mendefinisikan penegakan hukum sebagai implementasi konkret hukum
dalam kehidupan sosial. Pasca-legislasi, penerapan nyata dalam
keseharian masyarakat merupakan esensi penegakan hukum. Istilah ini

juga dikenal sebagai penerapan hukum, atau dalam bahasa asing disebut
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rechtstoepassing dan rechtshandhaving (Belanda), serta law enforcement
dan application (Amerika) (Satjipto, 2008).

Dalam struktur kelembagaan negara modern, penegakan hukum
menjadi tanggung jawab eksekutif, dilaksanakan melalui birokrasi
penegakan hukum. Eksekutif beserta aparatur birokrasinya berperan
sebagai mata rantai dalam merealisasikan rencana yang tertuang dalam
regulasi, sesuai dengan sektor-sektor yang menjadi fokus penanganan
dalam konteks negara kesejahteraan (welfare state).

Menurut interpretasi Soerjono Soekanto, penegakan hukum
merupakan upaya menyelaraskan relasi antara nilai-nilai yang
terkandung dalam norma-norma, perspektif-perspektif yang mapan, dan
manifestasinya dalam perilaku serta tindakan, sebagai rangkaian
perwujudan nilai pada tahap final guna menciptakan keharmonisan
dalam interaksi sosial (Satjipto, 2008). Dalam konteks penegakan hukum
di Indonesia, terutama terkait upaya memberantas korupsi, Satjipto
Raharjo mengamati bahwa pendekatan yang diterapkan masih terpaku
pada metode konvensional, termasuk aspek kulturalnya. Sistem hukum
yang berlaku cenderung bersifat liberal dengan budaya yang
menguntungkan segelintir pihak (kaum privileged) di atas
ketidakberuntungan mayoritas. Untuk mengatasi ketimpangan dan
ketidakadilan tersebut, diperlukan tindakan afirmatif yang tegas.
Langkah konkret yang dapat diambil adalah dengan membangun budaya
penegakan hukum alternatif, yang dapat disebut sebagai budaya kolektif.
Meski demikian, proses transformasi dari budaya individual menuju
kolektif dalam ranah penegakan hukum bukanlah tugas yang sederhana.

(Sudikno Mertokusumo, 2005), Hukum dinyatakan berfungsi
sebagai pelindung kepentingan individu, sehingga implementasinya
seharusnya berlangsung secara wajar dan damai. Namun, pelanggaran
hukum dapat terjadi, mengharuskan penegakan untuk mewujudkan
hukum dalam realitas. Penegakan hukum mencakup tiga elemen

esensial. Pertama, kepastian hukum (rechtssicherheit), yang

25



mengharuskan hukum diterapkan tanpa penyimpangan, seperti ungkapan
"meski dunia runtuh, hukum harus ditegakkan" (fiat justitia et pereat
mundus). Kepastian hukum diperlukan untuk menciptakan keteraturan
sosial. Kedua, kemanfaatan (zweekmassigkeit), mengingat hukum dibuat
untuk manusia, penerapannya harus memberikan kegunaan bagi
masyarakat, bukan malah menimbulkan kekacauan. Ketiga, keadilan
(gerechtigheit), menekankan bahwa pelaksanaan hukum harus adil,
mengingat sifatnya yang universal dan berlaku sama untuk semua. Meski
demikian, hukum tidak selalu identik dengan keadilan, karena keadilan
cenderung subjektif, individualistis, dan tidak selalu menyamaratakan
perlakuan terhadap setiap individu.

A. Hamid S. Attamimi, sebagaimana dikutip oleh Siswanto
Sunarno, memaknai penegakan hukum sebagai implementasi norma-
norma legal, baik yang bersifat imperatif (gebot, command) maupun
yang memiliki fungsi lain seperti pemberian wewenang (ermachtigen, to
empower), pemberian izin (erlauben, to permit), dan pengecualian
(derogieren, to derogate). Siswanto Sunarno lebih lanjut menegaskan
bahwa dalam konteks negara yang berlandaskan hukum materiil atau
sosial dengan tekad memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan
kehidupan bangsa, penegakan regulasi perundang-undangan merupakan
suatu keniscayaan (Sunarno, 2008).

(Hamzah, 2005) Konsep penegakan hukum dikenal dalam bahasa
Inggris sebagai Law Enforcement dan dalam bahasa Belanda sebagai
rechtshandhaving. Mengutip Handhaving Milieurecht (1981),
handhaving didefinisikan sebagai pengawasan dan penerapan (atau
dengan ancaman) penggunaan instrumen administratif, pidana, atau
perdata untuk mencapai kepatuhan terhadap ketentuan hukum dan
peraturan yang berlaku secara umum maupun individual. Handhaving
mencakup fase law enforcement yang bersifat represif dan fase

compliance yang bersifat preventif.
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Koesnadi Hardjasoemantri menekankan bahwa "Implementasi
penegakan hukum perlu memperhatikan berbagai jalur dengan beragam
konsekuensi, meliputi sanksi administratif, sanksi sipil, dan sanksi
kriminal." (Hardjasoemantri, 2000). Lebih lanjut Koesnadi
Hardjasoemantri mengatakan bahwa:

Penegakan hukum merupakan tanggung jawab kolektif seluruh
elemen masyarakat, dengan pemahaman hak dan kewajiban sebagai
prasyarat fundamental. Masyarakat bukan sekadar pengamat pasif dalam
proses penegakan hukum, melainkan partisipan aktif yang berperan
signifikan dalam mewujudkan keadilan.

Keith Hawkins mengemukakan seperti yang dikutip
(Hardjasoemantri, 2000) bahwa: Dalam konteks strategi penegakan
hukum, terdapat dua pendekatan utama: sistem compliance yang
bercirikan conciliatory style, serta sistem sanctioning yang ditandai
dengan penal style sebagai karakteristik dominannya. Perspektif lain
yang dikemukakan oleh Milieurecht, sebagaimana dikutip oleh Koesnadi
Hardjasoemantri, menyatakan bahwa:

“Investigasi dan penerapan sanksi, baik administratif maupun
pidana, merupakan tahap akhir (Sluit stuk) dalam proses penegakan
hukum. Namun, yang lebih krusial adalah implementasi langkah-
langkah preventif, terutama pengawasan terhadap pelaksanaan
regulasi. Upaya pengawasan preventif ini berfokus pada pemberian
edukasi dan rekomendasi, serta pendekatan persuasif yang bijaksana
untuk mengubah perilaku individu dari kondisi pelanggaran menuju

’

kepatuhan terhadap ketentuan hukum yang berlaku.”.
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BAB III
HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Pertanggung Jawaban Hukum Penambangan Batubara Ilegal Di

Kabupaten Kutai Kartanegara

Konsekuensi yuridis merujuk pada keharusan memikul akibat sesuai
dengan ketentuan hukum yang berlaku. Konsekuensi ini muncul akibat tindakan
yang bertentangan dengan hukum atau abai terhadap kewajiban yang telah
ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

Menurut (Ridwan HR, 2016) dalam bukunya "Hukum Administrasi
Negara" (2011), pertanggungjawaban hukum dibagi menjadi tiga jenis:

a. Pertanggungjawaban pidana: kewajiban seseorang untuk menanggung
segala akibat dari perbuatannya yang telah melanggar ketentuan hukum
pidana.

b. Pertanggungjawaban perdata: kewajiban sesecorang untuk memulihkan
kerugian yang ditimbulkan kepada pihak lain akibat perbuatannya yang
melanggar hukum atau wanprestasi.

c. Pertanggungjawaban administratif: kewajiban seseorang atau badan hukum
untuk mematuhi ketentuan administratif dan menanggung konsekuensi atas
pelanggaran terhadap ketentuan tersebut.

Menurut (Kelsen, 2008), Menyatakan bahwa individu memiliki
tanggung jawab hukum atas tindakan tertentu atau menanggung beban yuridis,
mengandung arti bahwa orang tersebut harus siap menerima sanksi apabila
melakukan perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan yang berlaku.

Jimly Asshiddigie dalam "Pengantar [lmu Hukum Tata Negara" (2006)
menekankan bahwa pertanggungjawaban hukum erat kaitannya dengan prinsip
negara hukum. Dalam negara hukum, setiap tindakan penyelenggara negara
harus dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

Satjipto Rahardjo dalam "Ilmu Hukum" (2014) menjelaskan bahwa

pertanggungjawaban hukum merupakan suatu konsekuensi lebih lanjut dari
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pelaksanaan peranan, baik peranan itu merupakan hak maupun kewajiban

ataupun kekuasaan.

Dalam konteks hukum lingkungan, Siti Sundari Rangkuti dalam
"Hukum Lingkungan dan Kebijaksanaan Lingkungan Nasional" (2005)
menyatakan bahwa pertanggungjawaban hukum terhadap pencemaran dan
kerusakan lingkungan hidup di Indonesia dapat ditempuh melalui tiga cara,
yaitu pertanggungjawaban perdata, pidana, dan administrasi.

Konsep pertanggungjawaban hukum telah banyak dibahas oleh para ahli
hukum. Berikut adalah beberapa pandangan ahli mengenai konsep
pertanggungjawaban hukum:

Konsep pertanggungjawaban hukum telah banyak dibahas oleh para ahli
hukum. Berikut adalah beberapa pandangan ahli mengenai konsep
pertanggungjawaban hukum:

a. Menurut (Kelsen, 1978) dalam bukunya " Pure Theory of Law" (1978), Prinsip
akuntabilitas legal memiliki kaitan erat dengan prinsip obligasi yuridis.
Individu dianggap memikul beban hukum atas aksi tertentu atau
menanggung konsekuensi legal berarti bahwa ia harus siap menerima sanksi
jika tindakannya bertentangan dengan regulasi. Kelsen juga membuat
distingsi  antara  pertanggungjawaban  berbasis  kesalahan dan
pertanggungjawaban absolut.

b. H.L.A. Hart H.L.A. Hart dalam karyanya " Punishment and Responsibility"
(1968) mengembangkan konsep pertanggungjawaban hukum dengan
membedakan antara tanggung jawab sebagai tugas (responsibility as duty),
tanggung jawab sebagai kemampuan (responsibility as capacity), tanggung
jawab sebagai liabilitas (responsibility as liability), dan tanggung jawab
sebagai kausalitas (responsibility as causality).

c. Roscoe Pound, sebagaimana dikutip oleh Romli Atmasasmita dalam "Asas-
asas Perbandingan Hukum Pidana" (2000), mengemukakan bahwa
pertanggungjawaban hukum harus didasarkan pada suatu perbuatan yang

disengaja untuk menimbulkan kerugian pada orang lain. Pound
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menekankan pentingnya unsur kesengajaan dalam menentukan
pertanggungjawaban hukum.

d. Jimly Asshiddigie Dalam bukunya "Pengantar [lmu Hukum Tata Negara"
(2006), Jimly Asshiddigie menjelaskan bahwa konsep pertanggungjawaban
hukum berkaitan erat dengan konsep negara hukum. Dalam negara hukum,
setiap tindakan penyelenggara negara harus dapat dipertanggungjawabkan
secara hukum. Asshiddiqie menekankan pentingnya mekanisme checks and
balances dalam sistem ketatanegaraan untuk menjamin adanya
pertanggungjawaban hukum.

e. Satjipto Rahardjo Satjipto Rahardjo dalam bukunya "Ilmu Hukum" (2014)
Menguraikan bahwa akuntabilitas legal merupakan implikasi lanjutan dari
pelaksanaan fungsi, baik fungsi tersebut berupa privilese, obligasi, maupun
otoritas. Rahardjo menekankan pentingnya memandang akuntabilitas legal
dalam spektrum sosial yang lebih komprehensif.

f. Peter Mahmud Marzuki Dalam bukunya "Pengantar [lmu Hukum" (2008),
Peter Mahmud Marzuki menjelaskan bahwa pertanggungjawaban hukum
(liability) adalah kewajiban membayar ganti rugi yang diderita. Menurut
Marzuki, pertanggungjawaban hukum tidak hanya menyangkut soal ganti
rugi dalam hukum perdata, tetapi juga menyangkut aspek pidana dan
administrasi.

g. Munir Fuady Munir Fuady dalam bukunya "Perbuatan Melawan Hukum"
(2002) Menguraikan bahwa akuntabilitas hukum dalam konteks tindakan
melanggar aturan dapat berwujud tanggung jawab atas kesalahan dan
tanggung jawab tanpa syarat. Fuady menekankan urgensi pemahaman
mengenai berbagai bentuk akuntabilitas legal ini dalam implementasi

hukum.

Dalam praktik peradilan pidana, disparitas putusan merupakan
fenomena yang sering terjadi. Hal ini dapat dilihat pada kasus-kasus dengan
karakteristik serupa namun menghasilkan putusan yang berbeda. Sebagai

contoh, kita akan menganalisis disparitas antara putusan Nomor
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88/Pid.Sus/2023/PN Trg dan Nomor 127/Pid.Sus/2023/PN Trg dalam tabel

berikut:
Tabel 3 Perbandingan Putusan
No | Indikator Putusan Nomor | Putusan Nomor
88/Pid.Sus/2023/PN Trg | 127/Pid.Sus/2023/PN
Trg
1) | Dasar Hukum Ketentuan 158 Regulasi | Ketentuan 158 Regulasi

RI No. 3/2020 mengenai
Revisi atas Regulasi RI
No. 4/2009  terkait
Eksploitasi Mineral dan
Batubara.

Ketentuan 55 ayat (1)

butir 1 Kodifikasi Hukum

Republik Indonesia

Nomor 3/2020 mengenai

Revisi atas  Regulasi
Republik Indonesia
Nomor 4/2009 terkait

Eksploitasi Mineral dan

Batubara.

meyakinkan bersalah
melaksanakan

pelanggaran "pihak-

Pidana. Ketentuan 55 ayat (1)
Instruksi Menteri ESDM | butir 1 Kodifikasi Hukum
RI Nomor: 004 | Pidana (KUHP).
K/40.00/DJG/2005
Tertanggal 14 Januari
2005.
2) | Nama Terdakwa | GUNAWAN BIN | IMAM ROZALI Alias
MA'RUF. ALI Bin SUYADI
3) | Tuntutan Jaksa | 1) Menetapkan bahwa | 1) Aksi Tersangka
Penuntut Umum Tersangka Penuntut menyatakan
GUNAWAN  putra Tersangka Imam
MA'RUF terbukti Rozali alias Ali putra
secara legal dan Suyadi telah terbukti

secara  legal dan
meyakinkan

melaksanakan
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2)

pihak yang
mengerjakan,
memerintahkan
pengerjaan dan
berpartisipasi  dalam
aktivitas penggalian
tanpa perizinan

sebagaimana tertuang

dalam Ketentuan 35".

sesuai yang
dirumuskan dan
diancam hukuman

dalam Ketentuan 158

Regulasi RI  No.
3/2020 tentang
Amendemen atas
Regulasi RI  No.
4/2009 mengenai
Eksploitasi  Mineral
dan  Batubara jo

Ketentuan 55 ayat (1)

butir 1 KHP
sebagaimana
tercantum dalam
Tuduhan Tunggal
Jaksa Penuntut.
Mengenakan  sanksi
terhadap  tersangka
Tersangka
GUNAWAN  putra
MA'RUF berupa

2)

pelanggaran "pihak-
pihak yang
mengerjakan,

memerintahkan

pengerjaan dan
berpartisipasi dalam
aktivitas penggalian
tanpa perizinan

sebagaimana tertuang

dalam Ketentuan 35"

sesuai yang
dirumuskan dan
diancam hukuman

dalam Ketentuan 158

Regulasi RI  No.
3/2020 tentang
Amendemen atas
Regulasi RI  No.
4/2009 mengenai
Eksploitasi  Mineral
dan  Batubara jo

Ketentuan 55 ayat (1)
butir 1 KUHP.

Tuntutan Hukuman
Menetapkan  bahwa
Tersangka Imam

Rozali alias Ali putra
Suyadi terbukti secara
legal dan meyakinkan
bersalah

melaksanakan
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hukuman  kurungan

selama 3 (tiga) tahun

dikurangi periode
penangkapan dan
penahanan yang

sudah dijalani oleh
tersangka, dengan
instruksi  tersangka
tetap ditahan dan
membayar denda
senilai Rp.
1.000.000.000,- (satu
milyar rupiah) atau
diganti 3 (tiga) bulan

penahanan.

pelanggaran "pihak-

pihak yang
mengerjakan,
memerintahkan
pengerjaan dan

berpartisipasi dalam
aktivitas penggalian
tanpa perizinan
sebagaimana tertuang

dalam Ketentuan 35"

sesuai yang
dirumuskan dan
diancam hukuman

dalam Ketentuan 158
Regulasi RI  No.
3/2020 tentang
Amendemen atas
Regulasi RI  No.
4/2009 mengenai
Eksploitasi  Mineral
dan  Batubara jo
Ketentuan 55 ayat (1)
butir 1 KUHP.
Mengenakan  sanksi
terhadap  Tersangka
Imam Rozali alias Ali
putra Suyadi berupa
hukuman  kurungan
selama 2 (dua) tahun

dan 6 (enam) bulan
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dikurangi periode
penangkapan dan
penahanan yang
sudah dijalani oleh
Tersangka,  dengan
instruksi ~ Tersangka
tetap ditahan dan
membayar denda
senilai Rp.
1.000.000.000,- (satu
milyar rupiah) atau
diganti 3 (tiga) bulan

penahanan.

Menetapkan barang

bukti berupa:

e 1 (satu) unit
excavator Merk
Hitachi Zaxis 210
F warna orange.
Dikembalikan
kepada Saksi
SUHARIYONO
Als JON Bin
HERI RAHMAT.

e | (satu) unit
Handphone merk
Redmi 8.

e 1 (satu) unit
handphone merk

VIVO V8 warna
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biru metalik.

Dirampas untuk

Negara.
Menetapkan agar
Terdakwa  dibebani
membayar biaya

perkara sebesar Rp.

5.000,- (lima ribu
rupiah).
3) | Putusan Hakim | 1) Menetapkan bahwa | 1) Menyatakan
Tersangka Tersangka  Terbukti
GUNAWAN anak Bersalah
MA'RUF terbukti Pengadilan
secara hukum dan menetapkan  bahwa
meyakinkan bersalah Tersangka Imam
melaksanakan Rozali yang juga
pelanggaran dikenal sebagai Ali

"individu-individu

yang  menjalankan,
memerintahkan
pelaksanaan dan
berpartisipasi dalam
kegiatan ekstraksi
tanpa lisensi
sebagaimana
tercantum dalam

Ketentuan 35". sesuai
yang diformulasikan
dan diancam sanksi

dalam Ketentuan 158

putra Suyadi terbukti

secara hukum dan

meyakinkan
melakukan
pelanggaran "pihak-
pihak yang
melaksanakan,
memerintahkan
pelaksanaan dan
berpartisipasi dalam
aktivitas ekstraksi
tanpa perizinan
sebagaimana
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2)

Regulasi RI  No.

3/2020 mengenai
Revisi atas Regulasi
RI No. 4/2009 tentang
Eksploitasi  Mineral

dan  Batubara jo

Ketentuan 55 ayat (1)

butir 1 KUHP
sebagaimana dalam
Tuduhan Tunggal

Jaksa Penuntut.
Mengenakan
hukuman  terhadap

tersangka Tersangka

GUNAWAN anak
MA'RUF berupa
kurungan selama 3

(tiga) tahun dikurangi
periode penangkapan
dan penahanan yang
telah dijalani oleh
tersangka, dengan
perintah  tersangka

dan
denda
senilai Rp.

1.000.000.000,- (satu

tetap ditahan

membayar

milyar rupiah) atau
diganti 3 (tiga) bulan

penahanan.

2)

tercantum dalam
Ketentuan 35" sesuai
yang dirumuskan dan
diancam  hukuman

dalam Ketentuan 158

Regulasi RI  No.
3/2020 mengenai
Amendemen atas
Regulasi RI  No.
4/2009 tentang
Eksploitasi  Mineral
dan  Batubara jo

Ketentuan 55 ayat (1)
butir 1 KUHP.

Mengenakan Sanksi
Pengadilan
menjatuhkan
hukuman  terhadap
Tersangka Imam
Rozali yang juga
dikenal sebagai Ali
putra Suyadi berupa
kurungan selama 2

(dua) tahun dan 6

(enam) bulan
dikurangi periode
penangkapan dan

penahanan yang telah
dijalani oleh

Tersangka.
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3)

4)

Menentukan Barang
Bukti

Pengadilan
memutuskan agar
bukti fisik berupa:

1 (satu) unit alat berat
Merek Hitachi Zaxis
210 F  berwarna
jingga dikembalikan
kepada Saksi
SUHARIYONO yang
juga dikenal sebagai
JON putra HERI
RAHMAT.

1 (satu) unit telepon
genggam merek
Redmi 8.

1 (satu) unit telepon
genggam merek
VIVO V8 berwarna

biru metalik disita

untuk Negara.
Membebankan Biaya
Perkara

Pengadilan
menetapkan agar

Tersangka diharuskan
membayar biaya

persidangan sebesar
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Rp. 5.000,- (lima ribu

rupiah).
4) | Pertimbangan Terdakwa mengakui | Hal-hal yang
Hakim perbuatannya. Memperberat Pidana

Terdakwa belum | Hakim
pernah dihukum. mempertimbangkan
Terdakwa adalah | beberapa  hal  yang
kepala keluarga. memperberat pidana
Hal yang Terdakwa, yaitu:

meringankan, yaitu
terdakwa telah

bekerjasama dengan

penyidik dan
mengakui
perbuatannya.

Hal yang

memberatkan, yaitu
terdakwa melakukan
penambangan  tanpa
izin di area hutan

lindung.

e Perbuatan Terdakwa

telah merugikan
negara dan
masyarakat.

o Terdakwa telah
melakukan

perbuatannya secara
berulang kali.

o Terdakwa tidak
menunjukkan  rasa
penyesalan atas
perbuatannya.

Hal-hal yang

Meringankan Pidana

Hakim

mempertimbangkan

beberapa  hal  yang

meringankan pidana

Terdakwa, yaitu:

o Terdakwa belum
pernah dihukum.
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o Terdakwa telah
mengakui
perbuatannya.

o Terdakwa memiliki
tanggungan keluarga.

Penentuan Pidana

Berdasarkan

pertimbangan-

pertimbangan  tersebut,

Hakim menjatuhkan

pidana penjara selama 2

(dua) tahun dan 6 (enam)

bulan kepada Terdakwa.

Hakim beralasan bahwa

pidana tersebut sesuai

dengan rasa keadilan dan
kemanfaatan bagi

masyarakat.

Bentuk pertanggungjawaban hukum menurut para ahli dapat dibagi

menjadi beberapa kategori. Berikut adalah penjelasan lengkap mengenai

bentuk-bentuk pertanggungjawaban hukum berdasarkan pendapat para ahli:

1) Sebagaimana diuraikan oleh Hans Kelsen dalam karyanya "Teori Umum

tentang Hukum dan Negara" (1961), aspek-aspek akuntabilitas legal

mencakup:

a. Pertanggungjawaban individu:

dimana seseorang bertanggung jawab atas pelanggarannya sendiri.

b. Pertanggungjawaban kolektif:
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2)

3)

4)

5)

suatu kelompok bertanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukan
oleh salah satu anggotanya.
c. Pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan:
seseorang bertanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukannya
karena sengaja dan diperkirakan dengan tujuan menimbulkan kerugian.
d. Pertanggungjawaban mutlak:
seseorang bertanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukannya
karena tidak sengaja dan tidak diperkirakan.
Ridwan H.R. dalam "Hukum Administrasi Negara" (2011) membagi
pertanggungjawaban hukum menjadi:
a. Pertanggungjawaban pidana
b. Pertanggungjawaban perdata
c. Pertanggungjawaban administratif
Munir Fuady dalam "Perbuatan Melawan Hukum" (2005) menjelaskan
bentuk pertanggungjawaban dalam hukum perdata:
a. Pertanggungjawaban kontraktual:
berdasarkan perjanjian atau kontrak.
b. Pertanggungjawaban perbuatan melawan hukum:
berdasarkan perbuatan yang merugikan pihak lain di luar kontrak.
Moeljatno dalam "Asas-asas Hukum Pidana" (2008) menjelaskan bentuk
pertanggungjawaban dalam hukum pidana:
a. Pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan (liability based on fault)
b. Pertanggungjawaban mutlak (strict liability)
c. Pertanggungjawaban pengganti (vicarious liability)
Jimly Asshiddigie dalam "Perihal Undang-Undang" (2010) mengemukakan
bentuk pertanggungjawaban dalam konteks hukum tata negara:
a. Pertanggungjawaban konstitusional
b. Pertanggungjawaban politik

c. Pertanggungjawaban hukum
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6) Siti Sundari Rangkuti dalam "Hukum Lingkungan dan Kebijaksanaan
Lingkungan Nasional" (2005) menyebutkan bentuk pertanggungjawaban
dalam hukum lingkungan:

a. Pertanggungjawaban perdata lingkungan
b. Pertanggungjawaban pidana lingkungan
c. Pertanggungjawaban administrasi lingkungan

7) Philipus M. Hadjon dalam "Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia"
(2007) menjelaskan bentuk pertanggungjawaban dalam  hukum
administrasi:

a. Pertanggungjawaban jabatan
b. Pertanggungjawaban pribadi
Pertambangan merupakan suatu kegiatan yang kompleks dan memiliki
definisi yang beragam menurut para ahli. Berikut adalah beberapa definisi
pertambangan menurut para ahli:

1) Menurut (Salim HS, 2014) dalam bukunya "Hukum Pertambangan di

Indonesia" (2014):
Ekstraksi sumber daya alam merupakan serangkaian aktivitas yang
mencakup pengambilan dan penyiapan untuk pemrosesan lanjutan dari
material padat, cair, dan gas. Proses ini melibatkan pencarian, investigasi,
analisis kelayakan, persiapan, penggalian, pengolahan, pemurnian,
transportasi, dan komersialisasi.

2) E.N. Cameron dalam "At the Crossroads: The Mineral Problems of the
United States" (1986) mendefinisikan pertambangan sebagai: "The search
for, extraction, and beneficiation of solid, liquid, or gaseous materials found
in the earth's crust." (Pencarian, ekstraksi, dan pengolahan bahan-bahan
padat, cair, atau gas yang ditemukan di kerak bumi.)

3) (Saleng, 2004) dalam "Hukum Pertambangan" menyatakan: Industri
ekstraktif adalah sekumpulan kegiatan yang bertujuan untuk mencari,
menggali, memproses, memanfaatkan, dan memasarkan bahan-bahan
galian (termasuk mineral, batubara, energi geotermal, serta minyak dan gas

bumi).
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4)

5)

6)

7)

(Sukandarrumidi, 2018) dalam "Bahan Galian Industri" (2018)
mendefinisikan: Operasi penambangan merupakan aktivitas yang meliputi
eksplorasi, eksploitasi, pemrosesan/purifikasi, serta pengangkutan mineral
atau bahan tambang lainnya.

C.F. Park dalam "Earthbound: Minerals, Energy, and Man's Future" (1975)
menjelaskan: "Mining in its broadest sense is the process of extraction of
mineral from the Earth's crust." (Pertambangan dalam arti luasnya adalah
proses ekstraksi mineral dari kerak Bumi.)

Howard L. Hartman dalam "Introductory Mining Engineering" (1987)
menyatakan: "Penggalian sumber daya adalah proses pengambilan material
bernilai tinggi atau substansi geologis dari kerak bumi, umumnya diperoleh
dari formasi bijih, endapan, lapisan, karang, atau sedimen aluvial."
(Excavation of resources involves extracting valuable materials or
geological substances from the Earth's crust, typically obtained from ore
formations, deposits, layers, reefs, or alluvial sediments).

Berdasarkan Regulasi No. 3/2020 yang merevisi Undang-Undang No.
4/2009 mengenai Ekstraksi Mineral dan Batubara: Aktivitas penambangan
mencakup sebagian atau keseluruhan fase operasional dalam konteks riset,
manajemen, dan pemanfaatan sumber daya mineral atau batubara, meliputi
survei umum, penjelajahan, evaluasi kelayakan, pembangunan, ekstraksi,
pemrosesan dan purifikasi, logistik dan pemasaran, serta tindakan pasca-
operasi tambang.

Tambang ilegal, juga dikenal sebagai penambangan liar atau

penambangan tanpa izin, merupakan kegiatan penambangan yang dilakukan

tanpa memiliki izin resmi dari pemerintah. Berikut adalah definisi dan

penjelasan mengenai tambang ilegal menurut beberapa ahli:

1)

Menurut (Salim HS, 2014) dalam "Hukum Pertambangan di Indonesia"
(2014): Ekstraksi tidak resmi merujuk pada aktivitas penggalian yang
dijalankan oleh individu, kelompok, atau entitas bisnis yang beroperasi
tanpa persetujuan resmi dari otoritas pemerintahan sesuai dengan regulasi

dan undang-undang yang berlaku saat ini.
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2) Menurut (Sutedi, 2011) dalam "Hukum Pertambangan" (2011)
mendefinisikan: Operasi pertambangan ilegal didefinisikan sebagai upaya
ekstraksi yang dilaksanakan oleh perseorangan, komunitas, atau badan
usaha berbentuk yayasan yang dalam pelaksanaannya tidak memperoleh
lisensi dari badan pemerintah berdasarkan peraturan hukum yang berlaku.

3) Menurut (Supramono, 2012) dalam "Aspek Hukum Ekstraksi Mineral dan
Batubara di Nusantara" (2012) dinyatakan: Penggalian liar atau
penambangan ilegal merupakan aktivitas ekstraksi atau penggalian yang
dilakukan masyarakat atau korporasi tanpa izin dan mengabaikan prinsip-
prinsip penambangan yang tepat dan bertanggung jawab.

4) Menurut (Sudrajat, 2010) dalam "Teori dan Praktik Pertambangan
Indonesia" (2010) menjelaskan: Aktivitas penggalian tanpa otorisasi adalah
suatu bentuk operasi ekstraksi yang dijalankan oleh individu, kelompok,
atau perusahaan yang dalam pelaksanaannya tidak mendapatkan
persetujuan dari pemerintah pusat maupun daerah sesuai dengan ketentuan
perundang-undangan yang berlaku.

5) Menurut (Saleng, 2004) dalam "Hukum Pertambangan" (2004) menekankan:
Penambangan ilegal bukan hanya masalah tidak adanya izin, tetapi juga
mencakup kegiatan penambangan yang tidak mengikuti kaidah
pertambangan yang baik dan benar (good mining practice), serta tidak
memperhatikan aspek keselamatan kerja dan lingkungan.

6) Tri Hayati dalam "Perizinan Pertambangan di Era Reformasi Pemerintahan
Daerah" (2015) menambahkan: Penambangan ilegal juga mencakup
kegiatan penambangan yang dilakukan di luar area yang telah ditentukan
dalam izin, atau penambangan yang melebihi batas produksi yang telah
ditetapkan dalam izin.

Penambangan batubara ilegal merupakan permasalahan serius yang

kerap terjadi di berbagai daerah penghasil batubara di Indonesia, termasuk di

Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur. Praktik penambangan tanpa

izin ini tidak hanya melanggar hukum, tetapi juga menimbulkan dampak negatif

terhadap  lingkungan, sosial, dan ekonomi. Oleh karena itu,
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pertanggungjawaban hukum terhadap pelaku penambangan batubara ilegal
menjadi hal yang krusial untuk ditegakkan demi menjamin keadilan dan
kelestarian sumber daya alam.

Penambangan batubara ilegal di Kabupaten Kutai Kartanegara telah
menjadi masalah yang kompleks dan berkelanjutan. Praktik ini tidak hanya
melanggar regulasi pertambangan yang berlaku, tetapi juga mengancam
keseimbangan ekosistem dan merugikan pendapatan daerah. Meskipun
pemerintah telah melakukan berbagai upaya penegakan hukum, fenomena ini
masih terus berlangsung, menunjukkan adanya tantangan dalam implementasi
dan penegakan peraturan yang ada.

Dalam konteks hukum, pertanggungjawaban atas kegiatan
penambangan ilegal ini melibatkan berbagai aspek, mulai dari hukum pidana,
hukum administrasi, hingga hukum perdata. Undang-Undang Nomor 3 Tahun
2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang
Pertambangan Mineral dan Batubara menjadi landasan utama dalam
menentukan bentuk-bentuk pelanggaran dan sanksi yang dapat dikenakan
kepada pelaku penambangan ilegal.

Menurut (Salim HS, 2014), pertanggungjawaban hukum dalam kasus
penambangan ilegal dapat ditinjau dari tiga perspektif: pidana, perdata, dan
administratif. Dalam konteks pidana, pelaku penambangan ilegal dapat
dikenakan sanksi berdasarkan Pasal 158 UU No. 3 Tahun 2020, yang
menyatakan bahwa setiap orang yang melakukan usaha penambangan tanpa
IUP, IUPK, atau IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian dapat
dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling
banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).

Sementara itu, dalam aspek administratif, Helmi dalam jurnalnya
"Hukum Perizinan Lingkungan Hidup" (Jurnal I[Imu Hukum, 2011)
menegaskan bahwa sanksi administratif seperti pencabutan izin usaha dan
denda administratif dapat dikenakan kepada perusahaan yang terlibat dalam

praktik penambangan ilegal.
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Akuntabilitas legal ekstraksi batubara tidak sah di wilayah Kutai
Kartanegara diatur dalam sejumlah regulasi terkini. UU No. 3/2020 yang
merevisi UU No. 4/2009 tentang Ekstraksi Mineral dan Batubara menjadi
fondasi utama penanganan kasus penambangan ilegal. Pasal 158 UU tersebut
menetapkan hukuman pidana bagi operator tambang tanpa IUP, IUPK, atau
IPR, dengan ancaman kurungan maksimal 5 tahun dan denda hingga Rp100
miliar.

Di tingkat daerah, Perda Kabupaten Kutai Kartanegara No. 2/2013
tentang Manajemen Ekstraksi Mineral dan Batubara juga mengatur tentang
konsekuensi hukum penambangan ilegal. Meski belum diselaraskan dengan UU
Minerba 2020, perda ini masih menjadi referensi penegakan hukum di daerah.
Pasal 71 Perda tersebut mengatur sanksi administratif bagi pelanggar ketentuan
lisensi, meliputi peringatan tertulis, penghentian operasi sementara, dan
pencabutan izin.

Dalam aspek penegakan hukum, tanggung jawab pidana tidak hanya
dibebankan pada pelaksana langsung di lokasi, tetapi juga dapat menjangkau
aktor intelektual atau penyokong dana. Ini selaras dengan prinsip penyertaan
dalam hukum pidana yang diatur Pasal 55 dan 56 KUHP. Implementasi pasal-
pasal ini memungkinkan aparat untuk menjerat seluruh pihak yang terlibat
dalam rangkaian aktivitas penambangan ilegal. Selain itu, UU No. 32/2009
tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup juga dapat diterapkan
pada kasus penambangan ilegal yang menyebabkan kerusakan ekosistem. Pasal
98 UU ini mengatur sanksi pidana bagi pelaku yang sengaja melakukan
tindakan yang mengakibatkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan,
dengan ancaman kurungan minimal 3 tahun dan maksimal 10 tahun, serta denda
minimal Rp3 miliar dan maksimal Rp10 miliar.

Dalam implementasinya, penegakan hukum terhadap pertambangan
batubara ilegal di Kutai Kartanegara masih menghadapi berbagai tantangan.
Menurut laporan dari Jaringan Advokasi Tambang (JATAM) Kalimantan Timur,
masih banyak kasus pertambangan ilegal yang lolos dari jeratan hukum karena

berbagai faktor, termasuk lemahnya pengawasan dan adanya oknum yang
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terlibat dalam praktik ilegal tersebut. Oleh karena itu, diperlukan upaya yang
lebih terkoordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan aparat
penegak hukum untuk memastikan implementasi yang efektif dari peraturan
perundang-undangan yang ada (JATAM, 2019).

Di Kabupaten  Kutai Kartanegara sendiri, penerapan
pertanggungjawaban hukum ini menghadapi berbagai tantangan. Menurut
laporan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Timur
(2020), kompleksitas jaringan penambangan ilegal dan keterbatasan sumber
daya penegak hukum menjadi hambatan utama dalam memberantas praktik ini.

Penambangan Ilegal ini tidak hanya merusak ekosistem di wilayah
Kutai Kartanegara, namun juga sangat merugikan bagi generasi mendatang.
Aktivitas penggalian batubara secara tidak resmi ini menjadi problematika
keberlanjutan hidup saat ini dan di masa depan. Dalam upaya menegakkan
aturan hukum terhadap para pelaku ekstraksi tidak resmi ini, terdapat beragam
hambatan yang dihadapi, di antaranya:

a) Rendahnya kesadaran hukum masyarakat
Sejumlah aspek yang berkontribusi pada minimnya pemahaman legal
menurut pandangan Soejono Soekanto meliputi:
1) wawasan mengenai sistem hukum
2) pemahaman terkait substansi regulasi legal
3) perspektif terhadap ketentuan-ketentuan hukum
4) pola tingkah laku dalam konteks hukum
5) selain itu, kesadaran legal juga dipengaruhi oleh:
6) tingkat edukasi
7) kapasitas finansial masyarakat

8) sikap aparat penegak hukum yang kurang bersahabat

3.2 Akibat Hukum Penambangan Batubara Ilegal Di Kabupaten Kutai
Kartanegara
Penambangan batubara ilegal di Kabupaten Kutai Kartanegara

merupakan pelanggaran hukum yang dapat mengakibatkan berbagai
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konsekuensi hukum bagi pelakunya. Kegiatan ini tidak hanya melanggar aturan
di bidang pertambangan, tetapi juga berpotensi merusak lingkungan hidup dan
merugikan negara. Oleh karena itu, pelaku penambangan batubara ilegal dapat
dikenakan berbagai sanksi hukum yang berat.

Merujuk pada UU No. 3/2020 yang merevisi UU No. 4/2009 tentang
Pertambangan Mineral dan Batubara, individu yang melakukan ekstraksi
mineral atau batubara tanpa IUP atau IPR dapat dijatuhi hukuman maksimal 4
tahun penjara dan denda hingga Rp5 miliar (Pasal 163A ayat 1). Selanjutnya,
siapapun yang secara ilegal mengangkut, menjual, atau memindahtangankan
hasil tambang tidak sah juga dapat dikenai sanksi serupa (Pasal 163B).
Diharapkan ancaman hukuman berat ini mampu menimbulkan efek jera pada
pelaku penambangan batubara ilegal.

Mengacu pada Perda Kabupaten Kutai Kartanegara No. 2/2013 tentang
Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, pemerintah setempat
berwenang menjatuhkan sanksi administratif kepada pelanggar. Sanksi ini dapat
berupa teguran tertulis, penghentian operasi sementara, dan pencabutan
perizinan usaha (Pasal 38). Penerapan sanksi administratif ini bertujuan
menghentikan aktivitas penambangan batubara ilegal dan mencegah
pelanggaran serupa di kemudian hari.

Aktivitas penambangan batubara ilegal berpotensi merusak ekosistem.
Sesuai UU No. 32/2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan
Hidup, pelaku dapat dijatuhi hukuman maksimal 10 tahun penjara dan denda
hingga Rp10 miliar jika terbukti menyebabkan pencemaran dan/atau kerusakan
lingkungan (Pasal 98 ayat 1). Penambangan batubara ilegal kerap mengabaikan
aspek lingkungan, sehingga berisiko mencemari air, tanah, dan udara di sekitar
lokasi operasi.

Penambangan batubara ilegal mengakibatkan kerugian negara karena
tidak adanya penerimaan royalti dan pajak dari kegiatan tersebut. Pelaku dapat
dituntut dengan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang mengatur mengenai tindak pidana

yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Kerugian negara
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ini tentunya cukup besar mengingat potensi sumber daya batubara di Kabupaten
Kutai Kartanegara yang melimpah.

kegiatan penambangan batubara ilegal dapat mengganggu ketertiban
umum dan mengancam keselamatan masyarakat sekitar lokasi penambangan.
Aktivitas penambangan yang tidak terkendali dapat menyebabkan kebisingan,
polusi udara, dan bahaya kecelakaan kerja bagi pekerja. Selain itu,
penambangan ilegal juga berpotensi menimbulkan konflik sosial dengan
masyarakat sekitar yang merasa terganggu dengan kegiatan tersebut.

Dengan mempertimbangkan berbagai akibat hukum yang dapat timbul,
maka penegakan hukum terhadap penambangan batubara ilegal di Kabupaten
Kutai Kartanegara harus dilakukan secara tegas dan konsisten. Pemerintah
daerah dan aparat penegak hukum harus bekerja sama dengan masyarakat untuk
mengawasi dan mencegah terjadinya penambangan batubara ilegal yang dapat
merugikan banyak pihak.

a. Aspek Pidana Penambangan Batubara Ilegal
1) Penjara dan Denda

Menurut (Salim HS, 2014) Penambangan batubara ilegal termasuk

dalam kategori pelanggaran hukum yang diatur oleh UU No. 3/2020,

yang merevisi UU No. 4/2009 tentang Pertambangan Mineral dan

Batubara. Dimensi kriminal dalam kasus penggalian batubara tanpa izin

meliputi hukuman kurungan dan sanksi finansial yang dimaksudkan

untuk menimbulkan efek jera serta mencegah terulangnya tindakan
serupa di kemudian hari.

Merujuk pada Pasal 158 UU No. 3/2020, individu yang menjalankan

operasi pertambangan tanpa memiliki [UP, IPR, atau IUPK dapat

dijatuhi hukuman maksimal 5 (lima) tahun penjara dan denda hingga

Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah). Penerapan sanksi ini

mencerminkan komitmen pemerintah dalam mengatasi praktik

penambangan tidak sah yang berpotensi merugikan negara dan merusak

ekosistem.
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Penerapan sanksi pidana penjara dan denda dalam kasus penambangan
batubara ilegal mempertimbangkan berbagai faktor, seperti tingkat
keseriusan pelanggaran, dampak terhadap lingkungan dan masyarakat,
serta keuntungan yang diperoleh pelaku dari kegiatan ilegal tersebut.
Hakim memiliki kewenangan untuk menjatuhkan hukuman sesuai
dengan pertimbangan hukum dan fakta yang terungkap dalam
persidangan.

Selain sanksi pidana pokok berupa penjara dan denda, pelaku
penambangan batubara ilegal juga dapat dikenakan sanksi tambahan
seperti perampasan barang yang digunakan dalam tindak pidana,
perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana, dan
pencabutan izin usaha. Hal ini diatur dalam Pasal 164 UU No. 3 Tahun
2020.

Penegakan hukum terhadap penambangan batubara ilegal tidak hanya
ditujukan kepada pelaku langsung di lapangan, tetapi juga dapat
menjangkau pihak-pihak yang terlibat dalam rantai kegiatan ilegal
tersebut, termasuk penyandang dana, pemilik alat, dan pihak yang
memfasilitasi penjualan hasil tambang ilegal.

Penerapan sanksi pidana penjara dan denda dalam kasus penambangan
batubara ilegal diharapkan dapat memberikan efek jera kepada pelaku,
mencegah terjadinya tindak pidana serupa di masa depan, serta
melindungi sumber daya alam dan lingkungan dari eksploitasi yang
tidak bertanggung jawab.

Penyitaan Barang Bukti

Penyitaan barang bukti merupakan tindakan hukum yang penting dalam
proses penegakan hukum terhadap kasus penambangan batubara ilegal.
Tindakan ini diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
(KUHAP) dan peraturan perundang-undangan terkait pertambangan.
Penyitaan dilakukan untuk mengamankan benda atau barang yang
terkait dengan tindak pidana sebagai alat bukti dalam proses peradilan

(Mai & Saputra, 2018).
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Dalam kasus penambangan batubara ilegal, barang bukti yang

umumnya disita meliputi:

a) Alat-alat berat seperti excavator, bulldozer, dan dump truck yang
digunakan dalam kegiatan penambangan.

b) Hasil tambang berupa batubara yang diperoleh secara ilegal.

c) Dokumen-dokumen terkait kegiatan penambangan, termasuk
catatan keuangan dan transaksi.

d) Peralatan pendukung lainnya seperti alat komunikasi, komputer,
atau perangkat elektronik yang digunakan dalam operasi ilegal.
Prosedur penyitaan barang bukti dalam kasus penambangan batubara
ilegal mengacu pada Pasal 38 sampai Pasal 46 KUHAP. Penyitaan harus
dilakukan oleh penyidik dengan surat izin dari Ketua Pengadilan Negeri
setempat, kecuali dalam keadaan mendesak di mana penyidik dapat
melakukan penyitaan terlebih dahulu dan kemudian meminta

persetujuan Ketua Pengadilan Negeri.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-
Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan
Batubara juga memberikan wewenang kepada Penyidik Pegawai Negeri
Sipil (PPNS) di bidang pertambangan untuk melakukan penyitaan
barang bukti terkait tindak pidana pertambangan, termasuk
penambangan batubara illegal (Adhari et al., 2021).

Barang bukti yang disita akan disimpan di Rumah Penyimpanan Benda
Sitaan Negara (Rupbasan) sebagaimana diatur dalam Pasal 44 KUHAP.
Namun, mengingat karakteristik khusus dari barang bukti dalam kasus
penambangan batubara ilegal, seperti alat berat dan hasil tambang dalam
jumlah besar, penyimpanan dapat dilakukan di tempat lain yang
dianggap aman dan sesuai, dengan tetap memperhatikan keamanan dan
keutuhan barang bukti.

Penyitaan barang bukti memiliki beberapa tujuan penting:

a) Membuktikan unsur-unsur tindak pidana penambangan batubara

ilegal di pengadilan.
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b) Mencegah dilanjutkannya kegiatan penambangan ilegal dengan
menyita alat-alat yang digunakan.

c) Mengamankan aset hasil kejahatan yang dapat dijadikan sebagai
kompensasi kerugian negara.

d) Memberikan efek jera kepada pelaku dan mencegah tindak pidana
serupa di masa depan.

Setelah proses peradilan selesai, barang bukti yang disita dapat

diputuskan untuk dirampas untuk negara, dikembalikan kepada pemilik

yang berhak, atau dimusnahkan, tergantung pada putusan pengadilan

sebagaimana diatur dalam Pasal 46 KUHAP.

b. Aspek Perdata Penambangan Batubara Ilegal
1) Gugatan Ganti Rugi

Penambangan batubara ilegal tidak hanya memiliki implikasi
pidana, tetapi juga dapat menimbulkan konsekuensi perdata berupa
gugatan ganti rugi. Aspek perdata ini menjadi penting mengingat
kegiatan penambangan ilegal seringkali menimbulkan kerugian material
dan immaterial bagi berbagai pihak, termasuk negara, masyarakat, dan
lingkungan.

Dasar hukum untuk mengajukan gugatan ganti rugi dalam kasus
penambangan batubara ilegal dapat merujuk pada beberapa ketentuan.
Pertama, Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
(KUHPerdata) yang mengatur tentang perbuatan melawan hukum.
Kegiatan penambangan batubara tanpa izin dapat dikategorikan sebagai
perbuatan melawan hukum karena melanggar peraturan perundang-
undangan yang berlaku. Selain itu, Undang-Undang Nomor 32 Tahun
2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup juga
memberikan landasan hukum untuk gugatan ganti rugi, terutama terkait
kerusakan lingkungan yang ditimbulkan oleh aktivitas penambangan
ilegal. Pasal 87 UU No. 32 Tahun 2009 menegaskan bahwa setiap

penanggung jawab usaha yang melakukan perbuatan melanggar hukum
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berupa pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup wajib
membayar ganti rugi dan/atau melakukan tindakan tertentu.

Dalam konteks penambangan batubara ilegal, pihak yang dapat
mengajukan gugatan ganti rugi antara lain:

a) Pemerintah atau pemerintah daerah, atas nama negara untuk
kerugian yang dialami oleh negara.

b) Masyarakat yang terkena dampak langsung dari kegiatan
penambangan ilegal.

¢) Organisasi lingkungan hidup, sebagaimana diatur dalam Pasal 92
UU No. 32 Tahun 2009.

Gugatan ganti rugi dapat mencakup berbagai bentuk kerugian, seperti:

a) Kerugian ekonomi akibat hilangnya potensi pendapatan negara dari
royalti dan pajak.

b) Biaya pemulihan lingkungan yang rusak akibat penambangan ilegal.

c¢) Kerugian masyarakat akibat dampak lingkungan dan sosial dari
kegiatan penambangan ilegal.

d) Kerugian immaterial berupa kerusakan ekosistem dan
keanekaragaman hayati.

Proses pengajuan gugatan ganti rugi mengikuti hukum acara
perdata yang berlaku. Penggugat harus dapat membuktikan adanya
unsur-unsur perbuatan melawan hukum, kerugian yang dialami,
hubungan kausalitas antara perbuatan dan kerugian, serta kesalahan dari
pihak tergugat. Dalam praktiknya, gugatan ganti rugi dalam kasus
penambangan batubara ilegal seringkali menghadapi tantangan,
terutama dalam hal pembuktian dan eksekusi putusan. Hal ini
disebabkan oleh kompleksitas kasus, keterbatasan data dan informasi,
serta seringkali tidak jelasnya pihak yang bertanggung jawab, terutama
jika melibatkan jaringan penambangan ilegal yang terorganisir.
Kerugian Lingkungan

Penambangan batubara ilegal seringkali menimbulkan kerugian

lingkungan yang signifikan dan berjangka panjang. Kerugian ini
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mencakup berbagai aspek ekosistem dan memiliki dampak yang
meluas, tidak hanya pada area penambangan tetapi juga wilayah
sekitarnya. Pemahaman mengenai kerugian lingkungan ini penting
dalam konteks gugatan ganti rugi dan upaya pemulihan lingkungan.
Beberapa bentuk kerugian lingkungan akibat penambangan batubara
ilegal meliputi:

Penambangan batubara ilegal seringkali menimbulkan kerugian
lingkungan yang signifikan dan berjangka panjang. Kerugian ini
mencakup berbagai aspek ekosistem dan memiliki dampak yang
meluas, tidak hanya pada area penambangan tetapi juga wilayah
sekitarnya. Pemahaman mengenai kerugian lingkungan ini penting
dalam konteks gugatan ganti rugi dan upaya pemulihan lingkungan.
Beberapa bentuk kerugian lingkungan akibat penambangan batubara
ilegal meliputi:

a) Kerusakan Tanah dan Lahan:

Penambangan batubara, terutama yang dilakukan secara
ilegal tanpa memperhatikan kaidah penambangan yang baik,
menyebabkan kerusakan struktur tanah. Hal ini mengakibatkan
erosi, longsor, dan hilangnya lapisan tanah atas yang subur.
Kerusakan ini dapat mengganggu fungsi ekologis tanah dan
menurunkan produktivitas lahan untuk waktu yang lama.

b) Pencemaran Air:

Aktivitas penambangan seringkali menghasilkan air asam
tambang (acid mine drainage) yang dapat mencemari sumber air
permukaan dan air tanah. Pencemaran ini tidak hanya
membahayakan ekosistem akuatik tetapi juga mengancam
ketersediaan air bersih bagi masyarakat sekitar.

c) Deforestasi dan Hilangnya Keanekaragaman Hayati:

Pembukaan lahan untuk penambangan ilegal sering kali

dilakukan tanpa memperhatikan aspek konservasi, menyebabkan

hilangnya tutupan hutan dan habitat berbagai spesies flora dan
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fauna. Hal ini dapat mengakibatkan kepunahan lokal beberapa
spesies dan mengganggu keseimbangan ekosistem.
d) Pencemaran Udara:

Debu dan partikel yang dihasilkan dari aktivitas
penambangan dan pengangkutan batubara dapat menurunkan
kualitas udara di sekitar area pertambangan. Selain itu, pembakaran
batubara yang tidak terkontrol dapat melepaskan gas-gas berbahaya
ke atmosfer.

e) Perubahan Topografi dan Hidrologi:

Penggalian dan penimbunan yang tidak terencana dapat
mengubah topografi lahan secara drastis, mempengaruhi aliran air
permukaan dan pola drainase alami. Hal ini dapat meningkatkan
risiko banjir dan kekeringan di wilayah sekitar.

f) Kerusakan Infrastruktur:

Penggunaan jalan umum oleh kendaraan berat pengangkut
batubara ilegal sering menyebabkan kerusakan infrastruktur jalan
yang merugikan masyarakat dan pemerintah daerah.

Dalam konteks gugatan ganti rugi, kuantifikasi kerugian
lingkungan menjadi tantangan tersendiri. Undang-Undang Nomor 32
Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
memberikan landasan hukum untuk menuntut ganti rugi atas kerugian
lingkungan. Pasal 90 UU tersebut menyatakan bahwa instansi
pemerintah yang bertanggung jawab di bidang lingkungan hidup
berwenang mengajukan gugatan ganti rugi dan tindakan tertentu
terhadap usaha yang menyebabkan pencemaran dan/atau kerusakan
lingkungan hidup yang mengakibatkan kerugian lingkungan hidup.
Perhitungan kerugian lingkungan dapat mengacu pada Peraturan
Menteri Lingkungan Hidup Nomor 7 Tahun 2014 tentang Kerugian
Lingkungan Hidup Akibat Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan

Hidup. Metode perhitungan ini mencakup biaya pemulihan lingkungan,
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biaya pencegahan dan penanggulangan dampak, serta kerugian
ekosistem.

Pemulihan kerugian lingkungan akibat penambangan batubara
ilegal memerlukan pendekatan komprehensif dan jangka panjang. Ini
meliputi reklamasi lahan, revegetasi, pemulihan kualitas air, dan
pemantauan berkelanjutan. Proses ini seringkali membutuhkan biaya
besar dan waktu yang lama, menjadikannya salah satu aspek penting
dalam gugatan ganti rugi.

c. Aspek Administratif Penambangan Batubara Ilegal
1) Pencabutan Izin

Aspek administratif dalam penanganan penambangan batubara
ilegal merupakan salah satu instrumen penting dalam penegakan hukum
dan pengelolaan sumber daya mineral. Pencabutan izin menjadi salah
satu sanksi administratif yang dapat diterapkan terhadap pelaku
penambangan yang melanggar ketentuan perundang-undangan.
Meskipun penambangan ilegal pada dasarnya tidak memiliki izin,
sanksi pencabutan izin tetap relevan dalam konteks yang lebih luas,
terutama ketika terdapat indikasi keterlibatan perusahaan berizin dalam
kegiatan ilegal.

Dasar hukum wuntuk pencabutan izin dalam konteks
pertambangan batubara diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun
2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009
tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Pasal 151 UU tersebut
menyatakan bahwa Menteri dapat memberikan sanksi administratif
kepada pemegang IUP, IUPK, IPR, atau SIPB atas pelanggaran
ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 151A ayat (1). Sanksi
administratif tersebut dapat berupa peringatan tertulis, penghentian
sementara sebagian atau seluruh kegiatan Eksplorasi atau Operasi
Produksi, dan/atau pencabutan IUP, IUPK, IPR, atau SIPB.

Proses pencabutan izin harus memenuhi prosedur dan ketentuan

yang berlaku. Sebelum pencabutan izin dilakukan, pihak berwenang
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biasanya memberikan peringatan tertulis dan kesempatan untuk
melakukan perbaikan. Jika peringatan tidak diindahkan atau
pelanggaran dianggap serius, maka pencabutan izin dapat dilakukan.
Keputusan pencabutan izin harus didasarkan pada evaluasi yang
komprehensif dan mempertimbangkan berbagai aspek, termasuk tingkat
pelanggaran, dampak terhadap lingkungan dan masyarakat, serta
riwayat kepatuhan perusahaan.

Pencabutan izin memiliki konsekuensi signifikan bagi
perusahaan pertambangan. Selain menghentikan operasi, pencabutan
izin juga dapat mengakibatkan hilangnya investasi dan potensi
pendapatan. Oleh karena itu, keputusan pencabutan izin harus dilakukan
secara hati-hati dan berdasarkan bukti yang kuat.

Dalam konteks penambangan batubara ilegal, pencabutan izin
dapat diterapkan dalam beberapa skenario:

a) Perusahaan berizin yang melakukan penambangan di luar wilayah
yang diizinkan.

b) Perusahaan berizin yang terlibat dalam praktek penambangan ilegal
melalui afiliasi atau pihak ketiga.

c) Perusahaan yang memperoleh izin melalui cara-cara yang tidak sah
atau melanggar hukum.

Selain pencabutan izin, sanksi administratif lain yang dapat
diterapkan termasuk denda administratif, penghentian sementara
kegiatan, dan kewajiban perbaikan. Sanksi-sanksi ini dapat diterapkan
secara bertahap atau bersamaan, tergantung pada tingkat pelanggaran
dan kebijakan penegakan hukum yang berlaku.

Efektivitas pencabutan izin sebagai instrumen penegakan
hukum bergantung pada konsistensi implementasi dan pengawasan
yang ketat. Diperlukan koordinasi yang baik antara berbagai instansi
pemerintah, termasuk Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral,
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, serta pemerintah

daerah, untuk memastikan bahwa sanksi administratif ini dapat
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memberikan efek jera dan mendorong kepatuhan terhadap regulasi
pertambangan.
Sanksi Administratif

Sanksi administratif merupakan instrumen penting dalam
penegakan hukum di bidang pertambangan, termasuk dalam menangani
kasus penambangan batubara ilegal. Sanksi ini bertujuan untuk
menimbulkan efek jera, memulihkan kepatuhan, dan mencegah
terjadinya pelanggaran di masa depan. Dalam konteks pertambangan
batubara, sanksi administratif diatur dalam berbagai peraturan
perundang-undangan, terutama Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020
tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang
Pertambangan Mineral dan Batubara.

Berdasarkan Pasal 151 UU No. 3 Tahun 2020, sanksi administratif yang

dapat dijatuhkan meliputi:

a) Peringatan tertulis

b) Penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan Eksplorasi
atau Operasi Produksi

¢) Pencabutan IUP, IUPK, IPR, atau SIPB

Peringatan tertulis merupakan sanksi administratif teringan yang
biasanya diberikan untuk pelanggaran-pelanggaran ringan atau sebagai
langkah awal sebelum pengenaan sanksi yang lebih berat. Peringatan ini
memberikan kesempatan kepada pelaku usaha untuk melakukan
perbaikan dalam jangka waktu tertentu.

Penghentian sementara kegiatan merupakan sanksi yang lebih
serius, di mana pelaku usaha diharuskan menghentikan sebagian atau
seluruh kegiatan operasionalnya untuk jangka waktu tertentu. Sanksi ini
bertujuan untuk mencegah berlanjutnya kerusakan atau pelanggaran,
serta memberikan waktu untuk melakukan perbaikan dan pemulihan.

Pencabutan izin merupakan sanksi administratif terberat, yang
mengakibatkan hilangnya hak pelaku usaha untuk melakukan kegiatan

pertambangan. Sanksi ini biasanya dijatuhkan untuk pelanggaran serius
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atau berulang yang tidak dapat diperbaiki melalui sanksi-sanksi
sebelumnya.

Selain sanksi-sanksi tersebut, Pasal 151 ayat (2) UU No. 3 Tahun
2020 juga mengatur tentang pengenaan denda administratif. Denda ini
dapat dikenakan tersendiri atau bersamaan dengan sanksi administratif
lainnya.

Dalam penerapan sanksi administratif, pejabat yang berwenang
harus mempertimbangkan beberapa faktor, antara lain:
a) Tingkat keseriusan pelanggaran
b) Dampak yang ditimbulkan terhadap lingkungan dan masyarakat
c) Riwayat kepatuhan pelaku usaha
d) Itikad baik untuk melakukan perbaikan

Prosedur pengenaan sanksi administratif harus mengikuti asas-
asas umum pemerintahan yang baik, termasuk asas kepastian hukum,
keadilan, dan proporsionalitas. Pelaku usaha yang dikenai sanksi
administratif memiliki hak untuk mengajukan keberatan dan banding
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Efektivitas sanksi administratif dalam menangani penambangan
batubara ilegal bergantung pada beberapa faktor, termasuk:
a) Konsistensi dalam penegakan hukum
b) Kecepatan dan ketepatan dalam pengenaan sanksi
c) Koordinasi antar lembaga pemerintah terkait
d) Pengawasan yang ketat terhadap pelaksanaan sanksi

Penerapan sanksi administratif juga harus diimbangi dengan
upaya preventif, seperti sosialisasi peraturan, pembinaan teknis, dan
peningkatan pengawasan. Hal ini penting untuk menciptakan
lingkungan yang kondusif bagi kepatuhan terhadap regulasi
pertambangan.

d. Aspek Kerugian Sosial Penambangan Batubara Ilegal

1) Kerusakan Ekosistem
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Penambangan batubara ilegal tidak hanya berdampak pada
lingkungan fisik, tetapi juga menimbulkan kerugian sosial yang
signifikan, terutama melalui kerusakan ekosistem yang mempengaruhi
kehidupan masyarakat sekitar. Kerusakan ekosistem ini memiliki
implikasi jangka panjang pada struktur sosial, ekonomi, dan budaya
masyarakat yang bergantung pada sumber daya alam di sekitar area
penambangan.

Menurut (Bury, 2004) Salah satu dampak utama dari kerusakan
ekosistem akibat penambangan batubara ilegal adalah gangguan
terhadap mata pencaharian masyarakat lokal. Banyak komunitas di
sekitar area penambangan yang bergantung pada ekosistem alami untuk
kebutuhan sehari-hari mereka, seperti pertanian, perikanan, dan
pengumpulan hasil hutan non-kayu. Ketika ekosistem rusak akibat
penambangan ilegal, produktivitas lahan menurun, kualitas air
terganggu, dan ketersediaan sumber daya alam berkurang. Hal ini
mengakibatkan penurunan pendapatan dan meningkatkan kerentanan
ekonomi masyarakat.

Kerusakan ekosistem juga berdampak pada kesehatan
masyarakat. Pencemaran air akibat limbah penambangan dapat
menyebabkan berbagai penyakit, seperti diare, penyakit kulit, dan
gangguan pernapasan. Selain itu, kerusakan hutan dan lahan dapat
meningkatkan risiko bencana alam seperti banjir dan tanah longsor,
yang mengancam keselamatan penduduk setempat (Hendryx, 2009).

Aspek sosial budaya juga terkena dampak dari kerusakan
ekosistem. Banyak masyarakat adat memiliki keterikatan spiritual dan
budaya dengan lingkungan alam mereka. Kerusakan ekosistem dapat
mengakibatkan hilangnya situs-situs sakral, gangguan terhadap praktik
adat istiadat, dan erosi pengetahuan tradisional yang telah diwariskan
selama generasi.

2) Dampak Sosial
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Konflik sosial seringkali muncul sebagai akibat dari kerusakan
ekosistem dan persaingan atas sumber daya yang semakin langka.
Ketegangan dapat terjadi antara masyarakat lokal dengan para pelaku
penambangan ilegal, atau bahkan di antara anggota masyarakat sendiri
ketika terjadi ketimpangan dalam akses terhadap sumber daya yang
tersisa.

Kerusakan ekosistem juga berdampak pada generasi mendatang.
Degradasi lingkungan yang parah dapat mengurangi peluang ekonomi
dan kualitas hidup bagi anak-anak dan cucu dari masyarakat setempat,
menciptakan siklus kemiskinan dan ketergantungan yang sulit diputus.

Upaya pemulihan ekosistem pasca penambangan ilegal
seringkali membutuhkan waktu yang lama dan biaya yang besar. Selama
proses pemulihan, masyarakat harus beradaptasi dengan kondisi
lingkungan yang berubah, yang dapat menyebabkan pergeseran dalam
struktur sosial dan ekonomi komunitas.

Untuk mengatasi kerugian sosial akibat kerusakan ekosistem,
diperlukan pendekatan yang komprehensif dan partisipatif. Ini meliputi
penegakan hukum yang tegas terhadap pelaku penambangan ilegal,
program rehabilitasi lingkungan yang melibatkan masyarakat lokal,
serta pengembangan alternatif ekonomi yang berkelanjutan. Penting
juga untuk memastikan bahwa masyarakat yang terkena dampak

memiliki akses terhadap kompensasi dan pemulihan yang adil.
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BAB 1V
PENUTUP

3. PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Penambangan batubara ilegal di Kabupaten Kutai Kartanegara
merupakan pelanggaran hukum yang dapat dikenakan berbagai sanksi dan
pertanggungjawaban hukum yang berat. Kegiatan ini tidak hanya
melanggar peraturan di bidang pertambangan, tetapi juga berpotensi
merusak lingkungan hidup dan merugikan keuangan negara. Pelaku
penambangan batubara ilegal dapat dikenakan sanksi pidana berupa pidana
penjara dan denda yang cukup besar sesuai dengan Undang-Undang Nomor
3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009
tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Selain itu, pemerintah daerah
juga dapat memberikan sanksi administratif berupa peringatan tertulis,
penghentian sementara kegiatan usaha, hingga pencabutan izin usaha
berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 2
Tahun 2013.

Di samping itu, penambangan batubara ilegal juga berpotensi
mengakibatkan kerusakan lingkungan hidup seperti pencemaran air, tanah,
dan udara. Pelaku dapat dikenakan pidana penjara dan denda yang berat
sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Kegiatan ini juga
merugikan keuangan negara karena tidak adanya penerimaan royalti dan
pajak, sehingga pelaku dapat dituntut dengan Undang-Undang Nomor 31
Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Selain itu,
penambangan batubara ilegal juga dapat mengganggu ketertiban umum dan
mengancam keselamatan masyarakat sekitar lokasi penambangan.

Pertanggungjawaban hukum penambangan batubara ilegal di
Kabupaten Kutai Kartanegara diatur oleh berbagai peraturan perundang-

undangan nasional dan daerah, dengan UU Minerba 2020 dan Perda Kutai
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Kartanegara 2013 sebagai landasan utama. Penegakan hukum dapat
menjangkau pelaku langsung, aktor intelektual, dan penyandang dana.
Namun, implementasinya masih menghadapi tantangan signifikan,
termasuk lemahnya pengawasan, keterlibatan oknum, kompleksitas
jaringan ilegal, keterbatasan sumber daya penegak hukum, dan rendahnya
kesadaran hukum masyarakat. Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan
upaya terkoordinasi antara pemerintah pusat, daerah, dan aparat penegak
hukum, serta peningkatan kesadaran hukum masyarakat untuk memastikan
implementasi efektif dari peraturan yang ada.

Oleh karena itu, penegakan hukum terhadap penambangan batubara
ilegal di Kabupaten Kutai Kartanegara harus dilakukan secara tegas dan
konsisten oleh pemerintah daerah dan aparat penegak hukum. Kerjasama
dengan masyarakat juga diperlukan untuk mengawasi dan mencegah
terjadinya penambangan batubara ilegal yang dapat merugikan banyak
pihak.

4.2 Saran

Pemerintah  daerah Kabupaten Kutai Kartanegara perlu
meningkatkan pengawasan dan penegakan hukum terhadap kegiatan
penambangan batubara ilegal. Hal ini dapat dilakukan dengan membentuk
tim khusus yang terdiri dari berbagai instansi terkait, seperti Dinas
Pertambangan, Kepolisian, dan Kejaksaan. Tim ini bertugas untuk
melakukan inspeksi rutin di lokasi-lokasi pertambangan, memberikan
sanksi tegas bagi pelaku penambangan ilegal, serta memberikan sosialisasi
kepada masyarakat tentang bahaya dan dampak negatif dari penambangan
batubara ilegal.

Selain itu, pemerintah daerah juga perlu mengambil langkah-
langkah preventif untuk mencegah terjadinya penambangan batubara ilegal.
Salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah dengan mempermudah proses
perizinan penambangan batubara bagi para pengusaha yang ingin
melakukan kegiatan pertambangan secara legal. Pemerintah daerah juga

dapat memberikan insentif atau kemudahan bagi pengusaha yang
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menjalankan kegiatan pertambangan dengan memperhatikan aspek
lingkungan dan keselamatan kerja.

Masyarakat juga memiliki peran penting dalam mencegah dan
memberantas penambangan batubara ilegal. Pemerintah daerah dapat
melibatkan masyarakat melalui program-program pemberdayaan, seperti
memberikan pelatihan keterampilan dan membuka lapangan pekerjaan
alternatif bagi masyarakat yang sebelumnya terlibat dalam kegiatan
penambangan batubara ilegal. Selain itu, masyarakat juga dapat dilibatkan
dalam upaya pengawasan dan pelaporan terhadap aktivitas penambangan
batubara ilegal yang terjadi di wilayah mereka.

Terakhir, pemerintah daerah perlu memastikan bahwa setiap
kegiatan penambangan batubara yang dilakukan di Kabupaten Kutai
Kartanegara memenuhi standar keselamatan dan kelestarian lingkungan.
Hal ini dapat dilakukan dengan mewajibkan setiap perusahaan
pertambangan untuk menyusun dokumen Analisis Mengenai Dampak
Lingkungan (AMDAL) dan mematuhi seluruh peraturan dan persyaratan
yang berlaku. Pemerintah daerah juga dapat bekerja sama dengan lembaga-
lembaga lingkungan dan akademisi untuk memantau dan mengevaluasi

dampak kegiatan pertambangan terhadap lingkungan secara berkala.
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